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ABSTRAK 

 

ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BALAI 

PEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN YANG DIBERIKAN 

PEMBEBASAN BERSYARAT 

(Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung) 

Oleh: 

DIVA OKTA NURKHALIFA 

Pembebasan bersyarat merupakan instrumen penting dalam proses reintegrasi 

sosial, di mana Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki peran strategis dalam 

pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan klien. Sistem ini bertujuan 

membantu narapidana kembali ke masyarakat secara bertahap dengan tetap berada 

dalam pengawasan hukum. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai 

tantangan, baik dari aspek regulasi, sumber daya, maupun dukungan masyarakat. 

Penelitian ini menganalisis bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Bapas Kelas 

1 Bandar Lampung serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam 

pelaksanaan pengawasan terhadap klien pembebasan bersyarat. Kajian ini penting 

untuk melihat sejauh mana pengawasan mampu mendukung keberhasilan 

reintegrasi sosial sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah 

menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Seksi Bimbingan Klien 

Dewasa, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan 

bahwasannya Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung merupakan lembaga 

pelaksana teknis pemasyarakatan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan 

khususnya klien dewasa yang mendapatkan program integrasi seperti pembebasan 

bersyarat, cuti bersyarat, maupun cuti menjelang bebas. Pengawasan ini bertujuan 

untuk mencegah pelanggaran selama masa pembebasan bersyarat dan memastikan 

proses reintegrasi berjalan sesuai ketentuan. Pelaksanaan pengawasan oleh Balai 

Pemasyarakatan terhadap klien yang diberikan pembebasan bersyarat di balai 

pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung sudah sesuai dengan fungsi pengawasan, 

dan pelaksanannya sudah berjalan dengan optimal, tidak ada klien yang 

pembebasan bersyaratnya dicabut. Tetapi ada beberapa faktor penghambatnya 

antara lain belum adanya sanksi administratif yang jelas, keterbatasan kewenangan  
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Bapas, lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, 

keterbatasan fasilitas dan teknologi, rendahnya partisipasi serta kepercayaan 

masyarakat, hingga budaya kerja dan perilaku klien yang belum mendukung. Oleh 

karena itu, dibutuhkan perbaikan menyeluruh dalam aspek regulasi, kelembagaan, 

sumber daya, serta dukungan sosial agar pengawasan klien pembebasan bersyarat 

dapat berjalan lebih optimal dan mendukung tujuan pemasyarakatan secara efektif.  

Saran dari adanya penelitian adalah untuk mengatasi hambatan pengawasan 

terhadap klien pembebasan bersyarat di Bapas Kelas 1 Bandar Lampung, 

diperlukan pembenahan regulasi yang jelas, khususnya terkait sanksi administratif 

dan kewenangan Bapas dalam penindakan. Penegakan hukum perlu diperkuat 

dengan peningkatan kualitas SDM dan koordinasi antar lembaga. Fasilitas 

operasional dan teknologi juga harus ditingkatkan untuk mendukung kerja 

lapangan. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu didorong melalui edukasi agar 

stigma terhadap klien berkurang. Budaya kerja yang sungkan dan pasif harus 

diubah menjadi lebih tegas dan profesional demi tercapainya tujuan 

pemasyarakatan secara optimal.  

Kata Kunci: Pengawasan, Klien Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF SUPERVISION BY THE 

CORRECTIONAL CENTER ON CLIENTS GRANTED PAROLE  

(Study at the Class 1 Correctional Center in Bandar Lampung) 

By 

DIVA OKTA NURKHALIFA 

Parole is an important instrument in the process of social reintegration, in which 

the Correctional Center (Bapas) holds a strategic role in providing guidance, 

assistance, and supervision to clients. This system aims to help inmates gradually 

return to society while remaining under legal supervision. However, its 

implementation still faces various challenges, both in terms of regulations, 

resources, and community support. This study analyzes the implementation of 

supervision by the Class 1 Correctional Center (Bapas) of Bandar Lampung and 

identifies the inhibiting factors in supervising parole clients. This analysis is 

important to assess the extent to which supervision can support successful social 

reintegration in accordance with the principles of justice and humanity. 

The research method used by the author combines a normative juridical approach 

and an empirical juridical approach. The data utilized in this study consist of 

primary and secondary data. The research informants include the Head of the Adult 

Client Guidance Division and a lecturer from the Criminal Law Department of the 

University of Lampung. 

Based on the research results and discussion, it can be stated that the Class 1 

Correctional Center of Bandar Lampung is a technical implementing institution 

responsible for supervising correctional clients, particularly adult clients who 

receive integration programs such as parole, conditional leave, and pre-release 

leave. The supervision aims to prevent violations during the parole period and to 

ensure that the reintegration process proceeds according to regulations. The 

implementation of supervision by the Class 1 Correctional Center of Bandar 

Lampung for parole clients has been in line with its supervisory function and has 

been carried out optimally, with no cases of parole revocation. 

However, several inhibiting factors remain, including the absence of clear 

administrative sanctions, limited authority of Bapas, weak law enforcement, lack of 

inter-agency coordination, limited facilities and technology, low public 

participation and trust, as well as client behavior and work culture that do not fully  
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support the process. Therefore, comprehensive improvements are needed in terms 

of regulations, institutional capacity, resources, and social support to ensure that 

the supervision of parole clients can be carried out more effectively and support the 

objectives of the correctional system. 

The study recommends that to overcome these obstacles in supervising parole 

clients at the Class 1 Correctional Center of Bandar Lampung, there should be 

regulatory reforms, particularly regarding administrative sanctions and the 

authority of Bapas in enforcement actions. Law enforcement should be strengthened 

by improving the quality of human resources and enhancing inter-agency 

coordination. Operational facilities and technology must be upgraded to support 

fieldwork. Additionally, public participation should be encouraged through 

education to reduce stigma against clients. A passive and hesitant work culture must 

be transformed into one that is more assertive and professional to optimally achieve 

the objectives of the correctional system. 

Keywords: Supervision, Correctional Clients, Parole 
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MOTTO 

 

 

“Tidak ada kesulitan yang tidak ada ujungnya. Sesudah sulit pasti akan ada 

kebahagiaan. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"  

(QS. Al Insyirah: 5-6) 

 

 

"Angin tidak berembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji 

kekuatan akarnya"  

Ali bin Abi Thalib 

 

 

Hard work today, success tomorrow. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang memiliki sistem hukum yang tinggi dalam merancang 

undang-undang dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua hal ini 

diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) yang 

menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang 

diatur dengan undang-undang." Hukum merupakan peraturan berupa norma dan 

sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga 

ketertiban, keadilan, dan mencegah kekacauan.1 Hukum merupakan aturan yang 

dibuat oleh masyarakat, yang terdiri dari individu-individu dengan keinginan dan 

kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan peraturan agar 

keinginan dan kepentingan tersebut tidak merugikan orang lain. Salah satu 

contohnya adalah pemenuhan hak-hak rakyat melalui penerapan prosedur hukum 

yang tepat. Untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat, agar mereka tetap 

optimis dan percaya kepada pemerintah atau negara, tindakan hukum perlu 

diterapkan. Sama halnya dengan kejahatan atau tindak pidana, jika suatu perbuatan 

melanggar hukum dilakukan, pelaku akan dijatuhi hukuman atau sanksi pidana.  

Jenis-jenis sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak kejahatan 

tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana 

pokok meliputi pidana mati, penjara, kurungan, dan denda, sementara pidana 

tambahan dapat berupa pencabutan hak, perampasan barang, atau pengumuman 

putusan hakim. Dalam hukum pidana, narapidana merujuk pada terpidana yang 

menjalani hukuman penjara setelah menerima sanksi pidana yang menghilangkan 

kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan. Sanksi pidana sendiri bertujuan 

untuk memberikan penderitaan khusus kepada pelanggar, agar mereka merasakan 

                                                             
1 Yuhelson, Pengantar Ilmu Hukum, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017, hlm. 04 
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akibat dari pe$rbuatan yang dilakukan, se$rta se$bagai be$ntuk ke$cam$an te$rhadap 

narapidana yang m$e$rupakan pe$laku tindak pidana.2 Barda Nawawi Arie$f 

m$e$ngungkapkan bahwa Siste$m$ Pe$radilan Pidana m$e$m$iliki m$akna yang sam$a 

de$ngan siste$m$ pe$ne$gakan hukum$, se$hingga dapat disim$pulkan bahwa tujuan dari 

siste$m$ pe$radilan pidana adalah te$rcapainya pe$ne$gakan hukum$ (law e$nforce$m$e$nt).3 

Pe$m$idanaan dalam$ siste$m$ pe$radilan pidana adalah prose$s yang sangat kom$ple$ks 

dan rum$it kare$na m$e$libatkan be$rbagai pihak se$rta institusi yang be$rbe$da. Se$cara 

e$se$nsial, siste$m$ pe$radilan pidana m$e$rupakan rangkaian prose$s dalam$ m$e$ne$gakkan 

dan m$e$ne$rapkan hukum$ pidana. M$e$nurut L.H.C. Hulsm$an, siste$m$ pe$m$idanaan atau 

the$ se$nte$ncing syste$m$ dide$finisikan se$bagai se$pe$rangkat aturan hukum$ yang 

be$rkaitan de$ngan sanksi dan pe$m$idanaan.4  

Istilah pe$m$idanaan be$rasal dari kata “pidana,” yang m$e$rujuk pada pe$nde$ritaan yang 

dijatuhkan ole$h ne$gara ke$pada pe$langgar hukum$ dalam$ be$ntuk ancam$an hukum$an 

atau sanksi pidana. Se$m$e$ntara itu, pe$m$idanaan m$e$rupakan prose$s pe$njatuhan atau 

pe$m$be$rian pidana, yang juga dapat dise$but se$bagai pe$nghukum$an. Pidana tidak 

hanya be$rtujuan se$bagai be$ntuk balasan atau re$tribusi bagi pe$laku tindak pidana, 

te$tapi juga m$e$m$iliki tujuan te$rte$ntu yang m$e$m$be$rikan m$anfaat. Pidana dijatuhkan 

bukan se$m$ata-m$ata kare$na se$se$orang te$lah m$e$lakukan ke$jahatan (quia pe$ccatum$ 

e$st), te$tapi le$bih be$rtujuan untuk m$e$nce$gah agar ke$jahatan tidak te$rjadi (ne$ 

pe$ccatum$).5  

M$e$nge$nai pe$nge$rtian dan unsur-unsur tindak pidana, dalam$ te$ori hukum$ pidana ada 

dua golongan (pandangan) yaitu m$onistis dan dualistis. M$e$nurut pandangan 

m$onistis, ke$se$luruhan adanya syarat pe$m$idanaan m$e$rupakan sifat dari pe$rbuatan, 

tidak ada pe$m$isahan antara pe$rbuatan pidana dan pe$rtanggungjawaban pidana.  

Pe$ngikut pandangan m$onistis antara lain D. Sim$ons, Van Ham$e$l, E$. M$e$zge$r, Karni 

dan Wirjono Projodikoro. Pandangan dualistis m$e$m$be$dakan se$cara te$gas antara 

                                                             
2 Ali Mahrus, Dasar Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 24. 
3 Joko Sriwidodo, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Penerbit Kepel Press, 

Yogyakarta, 2020, hlm. 12. 
4 Fajar Ari Sudewo, Penologi dan Teori Pemidanaan, PT. Djava Sinar Perkasa, Jawa Tengah, 2021, 

hlm. 23. 
5 Gunadi, dkk, Penologi dan Pemasyarakatan, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 43. 
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pe$rbuatan pidana dan pe$rtanggungjawaban pidana. Pe$ngikut dari pandangan 

dualistis ini antara lain H.B. Vos, W.P.J. Pom$pe$, M$oe$ljatno, dan Sudarto. 

Tujuan pe$m$idanaan le$bih m$e$nitikbe$ratkan pada re$habilitasi dan pe$nge$m$bangan 

narapidana, te$rm$asuk dalam$ hal pe$ngurangan m$asa hukum$an. Bagi te$rpidana 

se$um$ur hidup, hukum$an dapat dikurangi hingga 15 tahun se$te$lah m$e$njalani 10 

tahun m$asa pidana, de$ngan syarat m$e$nunjukkan pe$rilaku yang baik. Pe$m$be$basan 

be$rsyarat dapat dibe$rikan ke$pada narapidana yang te$lah m$e$njalani se$tidaknya 2/3 

dari m$asa hukum$an, de$ngan ke$te$ntuan bahwa 2/3 dari m$asa pidana te$rse$but tidak 

kurang dari 9 bulan dan narapidana be$rpe$rilaku baik. Se$lain itu, te$rdapat 

pe$rsyaratan te$rte$ntu, te$rm$asuk m$asa pe$rcobaan dan ke$wajiban yang harus dipe$nuhi 

se$lam$a pe$riode$ te$rse$but. Jika te$rpidana m$e$nunjukkan pe$rubahan sikap dan pe$rilaku 

yang positif, m$aka pe$ngurangan m$asa pe$ngawasan pidana dapat dipe$rtim$bangkan.6 

M$e$nurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Te$ntang 

Pe$m$asyarakatan, Siste$m$ pe$m$asyarakatan m$e$rupakan suatu ke$te$ntuan yang 

m$e$ngatur arah, batasan, dan m$e$tode$ dalam$ pe$laksanaan fungsi pe$m$asyarakatan. 

Pe$m$asyarakatan yang be$rlandaskan Pancasila dilaksanakan se$cara te$rpadu antara 

pe$m$bina, warga binaan, dan m$asyarakat. Tujuannya adalah untuk m$e$ningkatkan 

kualitas warga binaan agar m$e$re$ka m$e$nyadari ke$salahan, m$e$m$pe$rbaiki diri, se$rta 

tidak m$e$ngulangi tindak pidana. De$ngan de$m$ikian, m$e$re$ka dapat dite$rim$a ke$m$bali 

di lingkungan m$asyarakat, be$rpe$ran aktif dalam$ pe$m$bangunan, se$rta m$e$njalani 

ke$hidupan yang layak se$bagai warga yang baik dan be$rtanggung jawab.7 M$e$nurut 

Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 te$ntang Pe$m$asyarakatan. Klie$n 

Pe$m$asyarakatan adalah individu, baik de$wasa m$aupun anak, yang be$rada dalam$ 

prose$s pe$m$bim$bingan ke$m$asyarakatan. 

Siste$m$ pe$m$asyarakatan yang te$lah dite$rapkan se$jak tahun 1964 didasarkan pada 

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 te$ntang Pe$m$asyarakatan, yang kini te$lah 

dipe$rbarui m$e$njadi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 te$ntang Pe$m$asyarakatan. 

Tujuan dari siste$m$ ini adalah untuk m$e$m$bina narapidana agar se$te$lah m$e$njalani 

                                                             
6 Adi Sujatno, Sistem Pemasyaraktan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan Departement Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm. 74. 
7 Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia 

No. PAS- 09.PR.01.02 Tahun 2016 “Standar Bimbingan Klien Dewasa”, hlm. 2. 
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hukum$an, m$e$re$ka dapat m$e$njadi individu yang le$bih baik, tidak m$e$lakukan 

pe$langgaran hukum$, se$rta dapat m$e$njalani ke$hidupan yang am$an, baik di dunia 

m$aupun di akhirat.  

Prose$s pe$m$asyarakatan te$rdiri dari tiga tahapan utam$a, Tahap pe$rtam$a adalah 

pe$m$binaan awal, yang diawali de$ngan m$asa obse$rvasi, pe$ne$litian, dan pe$nge$nalan 

lingkungan se$jak narapidana dite$rim$a hingga se$tidaknya 1/3 dari m$asa 

hukum$annya. Pada tahap ini, yang dike$nal se$bagai m$axim$um$ se$curity, narapidana 

m$asih be$rada di bawah pe$ngawasan ke$tat. Tahap ke$dua dise$but m$e$dium$ se$curity, di 

m$ana pe$m$binaan be$rlanjut dari 1/3 hingga m$inim$al 1/2 dari m$asa hukum$an. Dalam$ 

tahap ini, narapidana m$ulai dibe$rikan tanggung jawab, ditanam$kan rasa pe$rcaya 

diri, tata kram$a, se$rta nilai-nilai yang dapat m$e$m$bangun harga diri m$e$re$ka. Hal ini 

be$rtujuan untuk m$e$num$buhkan ke$pe$rcayaan dan m$e$ngubah cara pandang 

m$asyarakat te$rhadap m$e$re$ka. Tahap ke$tiga adalah m$inim$um$ se$curity, yaitu tahap 

inte$grasi yang be$rlangsung dari le$bih dari 1/2 hingga se$tidaknya 2/3 dari m$asa 

pidana. Pada tahap ini, prose$s pe$m$binaan dipe$rluas de$ngan m$e$m$be$rikan 

ke$se$m$patan bagi narapidana untuk m$e$lakukan asim$ilasi de$ngan m$asyarakat di luar 

Lapas, m$e$skipun te$tap be$rada di bawah pe$ngawasan. Tahap ke$e$m$pat dise$but 

se$bagai tahap inte$grasi, di m$ana narapidana m$e$njalani m$asa hukum$an le$bih dari 2/3 

hingga se$le$sai atau se$tidaknya te$lah m$e$njalani 9 bulan pidana. Pada tahap ini, 

narapidana yang m$e$m$e$nuhi syarat dapat dibe$rikan pe$m$be$basan be$rsyarat. De$ngan 

dite$rbitkannya surat pe$m$be$basan be$rsyarat dari Le$m$baga Pe$m$asyarakatan, 

statusnya se$bagai narapidana dihapus, dan ia se$lanjutnya dise$but se$bagai klie$n yang 

be$rada dalam$ pe$ngawasan dan bim$bingan Balai Pe$m$asyarakatan.8 

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pe$m$asyarakatan m$e$ngatur hak-hak narapidana 

se$lam$a m$e$njalani hukum$an di le$m$baga pe$m$asyarakatan, salah satunya adalah hak 

atas pe$m$be$basan be$rsyarat. M$e$skipun dise$but "pe$m$be$basan be$rsyarat," narapidana 

te$tap be$rada dalam$ prose$s pe$m$antauan di luar fasilitas pe$m$asyarakatan. De$ngan 

kata lain, m$e$re$ka te$tap m$e$njalani hukum$an di luar pe$njara de$ngan pe$ngawasan 

te$rte$ntu. M$e$nte$ri Ke$hakim$an m$e$m$iliki we$we$nang untuk m$e$m$utuskan pe$m$be$rian 

                                                             
8 Patrus Irwan Panjaitan, “Pembinaan Narapidana menurut Sistem Pemasyarakatan”, Jurnal Hukum, 

Vol 4, No. 3, 2018, hlm. 114 . 
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pe$m$be$basan be$rsyarat se$te$lah m$e$m$pe$rtim$bangkan pe$ndapat jaksa se$rta pe$tugas 

pe$m$asyarakatan, yang le$bih m$e$m$aham$i pe$rilaku te$rpidana se$lam$a m$e$njalani 

hukum$an.  

Pe$m$be$basan be$rsyarat be$rtujuan se$rupa de$ngan hukum$an be$rsyarat, yaitu 

m$e$m$be$rikan ke$se$m$patan bagi te$rpidana untuk ke$m$bali ke$ m$asyarakat dan be$rpe$ran 

se$bagai anggota yang produktif. Ole$h kare$na itu, prose$s pe$m$be$rian pe$m$be$basan 

be$rsyarat harus die$valuasi se$cara ce$rm$at de$m$i ke$pe$ntingan pihak yang m$e$ne$rim$a 

be$rkas te$rpidana. Se$lain itu, narapidana pe$rlu dipe$rsiapkan untuk m$e$m$asuki dunia 

ke$rja se$suai de$ngan bakat dan ke$te$ram$pilan yang te$lah m$e$re$ka ke$m$bangkan se$lam$a 

m$e$njalani m$asa hukum$an. Untuk m$e$ngawasi narapidana yang m$e$ndapatkan 

pe$m$be$basan be$rsyarat, dibe$ntuk Balai Pe$m$asyarakatan (BAPAS) yang be$rtugas 

m$e$m$antau pe$rilaku m$e$re$ka se$lam$a m$e$njalani sisa m$asa hukum$an di luar pe$njara. 

BAPAS, se$bagai unit pe$laksana te$knis pe$m$asyarakatan, be$rtujuan m$e$nangani 

pe$rm$asalahan klie$n, baik narapidana de$wasa m$aupun anak yang te$rlibat dalam$ 

tindak pidana. Se$cara um$um$, BAPAS m$e$njalankan be$rbagai tugas dan fungsi, 

te$rm$asuk pe$m$bim$bingan, pe$ndam$pingan, pe$ngawasan, se$rta m$e$lakukan pe$ne$litian 

ke$m$asyarakatan te$rhadap klie$n. 

Pe$m$be$basan be$rsyarat pada BAPAS ke$las 1 Bandar Lam$pung pe$rnah dibe$rlakukan 

te$rhadap salah satu kasus Tindak Pidana Te$rhadap Anak: Se$orang klie$n anak 

be$rinisial DS, yang m$e$njalani pidana di Le$m$baga Pe$m$binaan Khusus Anak (LPKA) 

Ke$las I Bandar Lam$pung atas pe$rkara "M$e$m$bujuk Anak M$e$lakukan Pe$rse$tubuhan 

De$ngannya", m$e$ne$rim$a program$ re$inte$grasi sosial be$rupa pe$m$be$basan be$rsyarat. 

Se$te$lah m$e$njalani se$te$ngah m$asa pidana, DS m$e$ngikuti pe$latihan ke$rja di Le$m$baga 

Pe$nye$le$nggara Ke$se$jahte$raan Sosial (LPKS) Le$m$baga Pe$rlindungan Anak (LPA) 

Kabupate$n Lam$pung Te$ngah se$be$lum$ dise$rahkan ke$ Bapas M$e$tro untuk 

pe$m$bim$bingan le$bih lanjut. 

Se$lain itu BAPAS ke$las 1 Bandar Lam$pung juga m$e$lakukan pe$ngawasan, yang 

salah satunya ialah PK Bapas Laksanakan Koordinasi dalam$ Rangka Pe$ngawasan 

Program$ Bim$bingan Klie$n Bandar Lam$pung - Be$rte$m$pat di PKBM$ Nusa Indah 

Sukaram$e$, Bandar Lam$pung, Pe$tugas Pe$m$bim$bing Ke$m$asyarakatan Ahli M$uda, 

atas nam$a M$aris Se$tiowati te$lah m$e$laksanakan ke$giatan Pe$ngawasan Program$ 
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Bim$bingan Klie$n. Pe$laksanaan ke$giatan Pe$ngawasan Program$ Bim$bingan Klie$n ini 

adalah dalam$ rangka m$e$m$astikan program$ bim$bingan yang dibe$rikan ke$pada Klie$n 

be$rupa pe$m$e$nuhan hak Pe$ndidikan be$rjalan se$bagaim$ana m$e$stinya. PK Bapas 

Bandar Lam$pung, M$aris Se$tiowati m$e$lakukan koordinasi de$ngan pihak PKBM$ 

Nusa Indah Bandar Lam$pung se$bagai salah satu Pokm$as Lipas Bapas Bandar 

Lam$pung yang te$lah be$ke$rjasam$a dalam$ m$e$m$bantu pe$m$e$nuhan hak pe$ndidikan 

bagi Klie$n Bapas. Ke$giatan koordinasi disam$but baik ole$h pihak PKBM$ Nusa Indah 

dan be$be$rapa te$naga pe$ngajar. Be$rdasarkan hasil koordinasi dike$tahui bahwa Klie$n 

Bapas yang diikutkan program$ be$lajar Ke$jar Pake$t A, B, dan C m$e$ngikuti 

pe$m$be$lajaran se$bagaim$ana jadwal yang dite$tapkan baik se$cara langsung m$aulun 

m$e$lalui zoom$ m$e$e$ting. Bapas Bandar Lam$pung sangat m$e$m$be$rikan apre$siasi 

ke$pada pihak PKBM$ Nusa Indah yang te$rus m$e$m$be$rikan support dan dukungan 

guna pe$m$e$nuhan hak pe$ndidikan bagi Klie$n. 9.  

Pe$ngawasan yang dilakukan ole$h BAPAS m$e$ngacu pada te$ori re$latif atau 

Doe$lthe$orie$ dalam$ hukum$ pidana, yang be$rfokus pada e$fe$k je$ra (spe$ciale$ pre$ve$ntie$) 

bagi narapidana agar m$e$re$ka tidak m$e$ngulangi tindak pidana. Tugas pe$ngawasan 

m$e$nurut Pasal 56 m$e$rujuk pada Undang-Undang Nom$or 22 Tahun 2022 te$ntang 

Pe$m$asyarakatan, khususnya Pasal 56 yang m$e$ngatur m$e$nge$nai pe$ngawasan 

te$rhadap narapidana dan klie$n pe$m$asyarakatan, te$rutam$a m$e$re$ka yang se$dang 

m$e$njalani program$ re$inte$grasi sosial, se$pe$rti pe$m$be$basan be$rsyarat (PB), cuti 

m$e$nje$lang be$bas (CM$B), dan cuti be$rsyarat (CB). Be$rikut isi Pasal 56 UU No. 22 

Tahun 2022: 

(1) Pe$ngawasan te$rhadap Klie$n Pe$m$asyarakatan dilaksanakan ole$h Pe$m$bim$bing 

Ke$m$asyarakatan dan/atau Asiste$n Pe$m$bim$bing Ke$m$asyarakatan. 

(2) Pe$ngawasan se$bagaim$ana dim$aksud pada ayat (1) dilakukan untuk m$e$njam$in 

Klie$n Pe$m$asyarakatan m$e$naati syarat um$um$ dan syarat khusus yang te$lah 

dite$tapkan. 

(3) Ke$te$ntuan le$bih lanjut m$e$nge$nai tata cara pe$ngawasan diatur dalam$ Pe$raturan 

M$e$nte$ri. 

                                                             
9 Ditjenpas.go.id, 2024,  https://www.ditjenpas.go.id/bapas-metro-terima-klien-anak-yang-selesai-

jalani-pidana-pelatihan-kerja?utm diakses pada tanggal 11 Maret 2025. 

https://www.ditjenpas.go.id/bapas-metro-terima-klien-anak-yang-selesai-jalani-pidana-pelatihan-kerja?utm_source=chatgpt.com
https://www.ditjenpas.go.id/bapas-metro-terima-klien-anak-yang-selesai-jalani-pidana-pelatihan-kerja?utm_source=chatgpt.com
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Te$ori juga be$rtujuan untuk m$e$m$pe$rbaiki pe$rilaku pe$laku ke$jahatan agar m$e$njadi 

individu yang le$bih baik,10 Balai Pe$m$asyarakatan (Bapas) m$e$rupakan bagian dari 

siste$m$ pe$m$asyarakatan yang be$rpe$ran tidak hanya dalam$ pe$radilan anak, te$tapi juga 

dalam$ pe$radilan orang de$wasa. Dalam$ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum$ 

Pidana (KUHP), pe$ran Bapas le$bih luas dibandingkan de$ngan Le$m$baga 

Pe$m$asyarakatan (Lapas). Hal ini dise$babkan ole$h adanya sanksi be$rupa pe$ke$rjaan 

sosial se$rta be$ntuk pe$ngawasan krim$inal lainnya, yang m$e$njadi bagian dari tugas 

Bapas, yaitu:11 

1. M$e$laksanakan pe$ne$litian ke$m$asyarakatan (litm$as) untuk m$e$ndukung 

ke$lancaran tugas pe$nyidik, jaksa pe$nuntut um$um$, dan hakim$ dalam$ m$e$nangani 

kasus ke$nakalan re$m$aja (laporan kasus). Se$lain itu, m$e$ne$tapkan program$ 

pe$m$binaan bagi narapidana di Lapas, siswa pe$m$asyarakatan di le$m$baga 

pe$m$asyarakatan anak, se$rta m$e$ne$ntukan program$ pe$nanganan bagi narapidana 

di Rutan. Bapas juga be$rtugas m$e$nyusun program$ bim$bingan dan/atau 

bim$bingan tam$bahan bagi klie$n pe$m$asyarakatan.   

2. M$e$m$be$rikan layanan sosial be$rupa pe$rawatan pasca pe$m$be$basan se$rta 

bim$bingan ke$rja bagi klie$n pe$m$asyarakatan.   

3. M$e$nye$diakan inform$asi dan te$m$uan dari pe$ne$litian ke$m$asyarakatan ke$pada 

le$m$baga lain m$aupun m$asyarakat yang m$e$m$butuhkan, se$suai de$ngan ke$te$ntuan 

hukum$ yang be$rlaku.   

4. M$e$ngkoordinasikan ke$giatan ke$rja sosial dan ke$rja sukare$la dalam$ pe$laksanaan 

tugas bim$bingan pe$m$asyarakatan. 

Se$cara um$um$, Bapas be$rtanggung jawab dalam$ m$e$m$be$rikan bim$bingan dan 

pe$ngawasan ke$pada narapidana. Se$lain itu, Bapas juga m$e$lakukan pe$ne$litian 

ke$m$asyarakatan untuk ke$pe$rluan sidang pe$ngadilan anak dan sidang Tim$ Pe$ngam$at 

Pe$m$asyarakatan (TPP) di Lapas. Tugas lainnya m$e$ncakup pe$ndaftaran klie$n 

pe$m$asyarakatan, m$e$nghadiri sidang pe$ngadilan dan sidang TPP se$suai de$ngan 

aturan yang be$rlaku, m$e$m$be$rikan pe$m$binaan ke$pada m$antan narapidana baik 

de$wasa m$aupun anak, se$rta m$e$m$be$rikan pe$ndam$pingan ke$pada klie$n 

pe$m$asyarakatan yang m$e$m$butuhkan. 

M$asyarakat akan m$e$m$aham$i bahwa tindakan yang dilakukan ole$h narapidana dapat 

be$rujung pada hukum$an yang sam$a (ge$ne$rale$ pre$ve$ntie$), se$hingga m$e$nim$bulkan 

                                                             
10 Wirjono Prodjosikoro, Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bentang, Bandung, 2008, hlm. 23. 
11 Maya Shafira dkk, Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier, Pusaka Media, Bandar Lampung, 

2022, hlm. 87-88. 
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e$fe$k pe$nce$gahan um$um$. De$ngan de$m$ikian, m$e$re$ka dapat m$e$nye$sali pe$rbuatannya, 

tidak m$e$ngulanginya, se$rta ke$m$bali ke$ m$asyarakat se$bagai individu yang baik dan 

be$rm$anfaat. Se$m$e$ntara itu, dalam$ siste$m$ hukum$ pidana, Balai Pe$m$asyarakatan 

be$rpe$ran se$bagai le$m$baga yang m$e$ne$gakkan m$e$kanism$e$ hukum$ inte$gratif. Fungsi 

utam$anya didasarkan pada prinsip e$fisie$nsi, le$gitim$asi, ke$adilan, se$rta upaya 

m$e$m$pe$rtahankan tatanan hukum$ yang be$rlaku.  

Be$rdasarkan pe$rnyataan yang te$lah dijabarkan di atas m$aka patut di pe$rtanyakan 

bagaim$ana pe$laksanaan pe$ngawasan ole$h Balai Pe$m$asyarakatan te$rhadap 

narapidana yang dibe$rikan pe$m$basan be$rsyarat, dan faktor pe$ngham$bat 

pe$ngawasan ole$h Balai Pe$m$asyarakatan te$rhadap narapidana yang dibe$rikan 

pe$m$be$basan be$rsyarat di balai pe$m$asyarakatan. Se$hingga patut dikaji le$bih lanjut 

se$cara kom$pre$he$nsif bagaim$ana se$buah pe$laksanaan pe$ngawasan di Balai 

Pe$m$asyarakatan. Be$rdasarkan uraian latar be$lakang diatas m$aka pe$nulis te$rtarik 

te$rhadap isu hukum$ te$rse$but dan te$rtarik untuk m$e$ngam$bil pe$ne$litian de$ngan judul 

yaitu “Analisis Pe$laksanaan Pe$ngawasan Ole$h balai Pe$m$asyarakatan Te$rhadap 

Klie$n yang Dibe$rikan Pe$m$be$basan Be$rsyarat (Studi di Balai Pe$m$asyarakatan Ke$las 

1 Bandar Lam$pung)”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Pe$rm$asalahan Pe$ne$litian 

Be$rdasarkan uraian latar be$lakang diatas m$aka pe$rm$asalahan yang akan dibahas 

dalam$ pe$ne$litian ini adalah: 

a. Bagaim$anakah pe$laksanaan pe$ngawasan ole$h balai pe$m$asyarakatan te$rhadap 

klie$n yang dibe$rikan pe$m$be$basan be$rsyarat di balai pe$m$asyarakatan ke$las I 

Bandar Lam$pung? 

b. Apakah faktor pe$ngham$bat pe$ngawasan ole$h balai pe$m$asyarakatan te$rhadap 

klie$n yang dibe$rikan pe$m$be$basan be$rsyarat di balai pe$m$asyarakatan ke$las I 

Bandar Lam$pung? 

2. Ruang Lingkup Pe$ne$litian 

Ruang Lingkup dalam$ kajian ini adalah hukum$ pidana, khususnya yang be$rkaitan 

de$ngan pe$laksanaan ole$h balai pe$m$asyarakatan te$rhadap narapidana yang dibe$rikat 
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pe$m$be$basan be$rsyarat. Adapun yang m$e$njadi ruang lingkup te$m$pat pe$ne$litian ini 

adalah Balai Pe$m$asyarakatan Ke$las I Bandar Lam$pung dan ruang lingkup waktu 

pe$ne$litian adalah 2025. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pe$ne$litian ini adalah: 

a. M$e$nge$tahui pe$laksanaan pe$ngawasan ole$h balai pe$m$asyarakatan te$rhadap 

klie$n yang dibe$rikan pe$m$be$basan be$rsyarat di balai pe$m$asyarakatan 

b. M$e$nge$tahui faktor-faktor apa saja yang m$e$ngham$bat prose$s pe$ngawasan 

te$rhadap klie$n yang dibe$rikan pe$m$be$basan be$rsyarat di balai pe$m$asyarakatan 

2. Kegunaan Penelitian 

Ke$gunaan yang diharapkan dari hasil pe$ne$litian ini te$rdapat 2 (dua) m$acam$ yaitu 

se$bagai be$rikut. 

a. Ke$gunaan Te$oritis 

Ke$gunaan se$cara te$oritis yaitu de$ngan adanya pe$nulisan skripsi ini dapat 

m$e$nge$m$bangkan ilm$u hukum$ pada um$um$nya, khususnya m$e$nam$bah wawasan 

yang be$rkaitan de$ngan pe$ran Balai Pe$m$asyarakatan dalam$ m$e$m$be$rikan 

pe$ngawasan te$rhadap narapidana yang dibe$rikan pe$m$be$basan be$rsyarat yang se$suai 

de$ngan ke$te$ntuan pe$rundang-undangan. 

b. Ke$gunaan Praktis 

Se$cara praktis pe$ne$litian ini dapat be$rguna bagi pihak Balai Pe$m$asyarakatan dalam$ 

m$e$laksanakan pe$rannya untuk m$e$m$be$rikan upaya pe$laksanaan ke$pada narapidana 

yang dibe$rikan pe$m$be$basan be$rsyarat yang le$bih e$fisie$n. 

 

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

1. Kerangka Teori 

Ke$rangka te$oritis m$e$rupakan susunan dari be$be$rapa anggapan, pe$ndapat, cara, 

aturan, asas, ke$te$rangan se$bagai suatu ke$satuan yang logis yang m$e$njadi landasan, 

acuan, dan pe$dom$an untuk m$e$ncapai tujuan dalam$ pe$ne$litian atau pe$nulisan.12 Te$ori 

                                                             
12 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 40. 
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m$e$ningkatkan ke$be$rhasilan pe$ne$litian kare$na te$ori dapat m$e$nghubungkan 

pe$ne$m$uan-pe$ne$m$uan yan nam$paknya be$rbe$da-be$da ke$ dalam$ suatu ke$se$luruhan 

se$rta m$e$m$pe$rje$las prose$s-prose$s yang te$rjadi di dalam$nya. Te$ori dapat m$e$m$be$rikan 

pe$nje$lasan te$rhdapa hubungan-hubungan yang diam$ati dalam$ suatu pe$ne$litian.13  

Adapun ke$rangka te$oritis yang digunakan dalam$ pe$ne$litian ini adalah se$bagai 

be$rikut: 

a. Te$ori Pe$ne$gakan Hukum$ 

Hukum$ se$bagai padanan kata dari istilah Je$rm$an Re$cht, istilah Pe$rancis Droit, dan 

istilah Italia Diritto diartikan se$bagai tata pe$rilaku yang m$e$ngatur m$anusia, dan 

m$e$rupakan tatanan pe$m$aksa. Ini be$rarti bahwa se$m$ua tatanan itu be$re$aksi te$rhadap 

ke$jadian-ke$jadian te$rte$ntu, yang dianggap se$bagai se$suatu yang tidak dike$he$ndaki 

kare$na m$e$rugikan m$asyarakat. Re$aksi te$rse$but te$rutam$a ditujukan te$rhadap 

pe$rilaku m$anusia yang m$e$rugikan ini, de$ngan m$e$nggunakan tindakan paksa. 

Pe$nge$rtian ini dike$m$ukakan ole$h Hans Ke$lse$n.14 Van Doorn, sosiolog hukum$ 

Be$landa se$pe$rti yang dikutip Satjipto Raharjo.15 m$e$ngutarakan bahwa: Hukum$ 

adalah ske$m$a yang dibuat untuk m$e$nata (pe$rilaku) m$anusia, te$tapi m$anusia itu 

se$ndiri ce$nde$rung te$rjatuh diluar ske$m$a yang dipe$runtukkan baginya. Ini 

dise$babkan faktor pe$ngalam$an, pe$ndidikan, tradisi, dan lain-lain yang 

m$e$m$pe$ngaruhi dan m$e$m$be$ntuk pe$rilakunya.  

John Austin, se$orang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soe$rjono Soe$kanto.16 

m$e$nge$m$ukakan bahwa hukum$ m$e$rupakan pe$rintah dari m$e$re$ka yang m$e$m$e$gang 

ke$kuasaan te$rtinggi atau dari yang m$e$m$e$gang ke$daulatan. M$e$nurut Austin, hukum$ 

adalah yang dibe$bankan untuk m$e$ngatur m$akhluk be$rpikir, pe$rintah m$ana 

dilakukan ole$h m$akhluk be$rpikir yang m$e$m$e$gang dan m$e$m$punyai ke$kuasaan. Jadi 

hukum$ didasarkan pada ke$kuasaan dari pe$nguasa. Austin be$ranggapan bahwa 

hukum$ yang se$be$narnya yaitu hukum$ yang dibuat ole$h pe$nguasa bagi pe$ngikut-

                                                             
13 I Gede A.B Wiranata, Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Zam-Zam 

Tower, Bandar Lampung, 2017, hlm. 84. 
14 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, 

Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Berkely: University California Press, 

1978), Bandung, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007, hlm. 34-37. 
15 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Jakarta, Kompas, 2008, hlm. 4. 
16 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 

34 
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pe$ngikutnya m$e$ngandung 4 (e$m$pat) unsur, yaitu pe$rintah, sanksi, ke$wajiban dan 

ke$daulatan. Pe$ndapat Frie$drich Karl Von Savigny, se$orang pe$m$uka ilm$u se$jarah 

hukum$ dari Je$rm$an m$e$nge$m$ukakan bahwa hukum$ m$e$rupakan pe$rwujudan dari 

ke$sadaran hukum$ m$asyarakat (Volkge$ist). M$e$nurutnya se$m$ua hukum$ be$rasal dari 

adat istiadat dan ke$pe$rcayaan, bukan dari pe$m$be$ntuk undang-undang. Pe$ndapat ini 

dikutip ole$h Soe$rjono Soe$kanto.17 

Soe$rjono Soe$kanto m$e$nge$m$ukakan bahwa hukum$ m$e$rupakan suatu alat bagi 

m$asyarakat untuk m$e$ncapai tujuannya. Von Ihe$ring m$e$nganggap hukum$ se$bagai 

sarana untuk m$e$nge$ndalikan individu-individu, agar tujuannya se$suai de$ngan 

tujuan m$asyarakat dim$ana m$e$re$ka m$e$njadi warganya. M$e$nurutnya hukum$ juga 

m$e$rupakan suatu alat yang dapat dipe$rgunakan untuk m$e$lakukan 

pe$rubahanpe$rubahan sosial.18 He$stu Cipto Handoyo m$e$ngungkapkan bahwa 

“hukum$” bila ditinjau dari sudut ke$filsafatan adalah m$e$m$pe$lajari se$bagian dari 

tingkah laku m$anusia, yaitu tingkah laku (atau pe$rbuatan m$anusia) dalam$ 

ke$hidupan antar pribadi yang akibatnya diatur ole$h hukum$ de$ngan m$e$nitikbe$ratkan 

pada tujuan ke$se$rasian antara ke$te$rtiban de$ngan ke$be$basan/ke$te$nte$ram$an dan 

dalam$ pe$rgaulan hidup itu te$rcakup pula dalam$ aspe$k pe$m$e$nuhan ke$dam$aian.19 

Hukum$ se$bagai social e$ngine$e$ring atau social planning be$rarti bahwa hukum$ 

se$bagai alat yang digunakan ole$h age$nt of change$ atau pe$lopor pe$rubahan yang 

dibe$ri ke$pe$rcayaan ole$h m$asyarakat se$bagai pe$m$im$pin untuk m$e$ngubah 

m$asyarakat se$pe$rti yang dike$he$ndaki atau dire$ncanakan. Hukum$ se$bagai tatanan 

pe$rilaku yang m$e$ngatur m$anusia dan m$e$rupakan tatanan pe$m$aksa, m$aka agar 

hukum$ dapat be$rfungsi e$fe$ktif m$e$ngubah pe$rilaku dan m$e$m$aksa m$anusia untuk 

m$e$laksanakan nilai-nilai yang ada dalam$ kae$dah hukum$, m$aka hukum$ te$rse$but 

harus dise$barluaskan se$hingga dapat m$e$le$m$baga dalam$ m$asyarakat. Di sam$ping 

pe$le$m$bagaan hukum$ dalam$ m$asyarakat, pe$rlu dilakukan pe$ne$gakan hukum$ (law 

e$nforce$m$e$nt) se$bagai bagian dari rangkaian prose$s hukum$ yang m$e$liputi 

pe$m$buatan hukum$, pe$ne$gakan hukum$, pe$radilan se$rta adm$inistrasi ke$adilan. 

Satjipto Raharjo m$e$nyam$paikan pe$ndapatnya m$e$nge$nai pe$ne$gakan hukum$ (law 

                                                             
17 Ibid, hlm. 38-39. 
18 Ibid, hlm. 41. 
19 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 

Yogyakarta, 2008, hlm. 8. 
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e$nforce$m$e$nt) adalah pe$laksanaan hukum$ se$cara konkrit dalam$ ke$hidupan 

m$asyarakat. Se$te$lah pe$m$buatan hukum$ dilakukan, m$aka harus dilakukan 

pe$laksanaan konkrit dalam$ ke$hidupan m$asyarakat se$hari-hari, hal te$rse$but 

m$e$rupakan pe$ne$gakan hukum$. Nam$un dalam$ istilah lain se$ring dise$but pe$ne$rapan 

hukum$, atau dalam$ istilah bahasa asing se$ring dise$but re$chistoe$passing dan 

re$chtshandhaving (Be$landa), law e$nforce$m$e$nt dan application (Am$e$rika). 

Dalam$ pe$ne$gakan hukum$ m$e$ngandung tiga unsur, pe$rtam$a ke$pastian hukum$ 

(re$chtssiche$rhe$it), yang be$rarti bagaim$ana hukum$nya itulah yang harus be$rlaku dan 

tidak bole$h m$e$nyim$pang, atau dalam$ pe$patah m$e$skipun dunia ini runtuh hukum$ 

harus dite$gakkan (fiat justitia e$t pe$re$at m$undus). Hukum$ harus dapat m$e$nciptakan 

ke$pastian hukum$ kare$na hukum$ be$rtujuan untuk ke$te$rtiban m$asyarakat. Ke$dua 

ke$m$anfaatan (zwe$e$km$assigke$it), kare$na hukum$ untuk m$anusia m$aka pe$laksanaan 

hukum$ atau pe$ne$gakan hukum$ harus m$e$m$be$ri m$anfaat atau ke$gunaan bagi 

m$asyarakat, jangan sam$pai justru kare$na hukum$nya dite$rapkan m$e$nim$bulkan 

ke$re$sahan m$asyarakat. Ke$tiga ke$adilan (ge$re$chtighe$it), bahwa dalam$ pe$laksanaan 

hukum$ atau pe$ne$gakan hukum$ harus adil kare$na hukum$ be$rsifat um$um$ dan be$rlaku 

bagi se$tiap orang dan be$rsifat m$e$nyam$aratakan. Te$tapi hukum$ tidak ide$ntik de$ngan 

ke$adilan kare$na ke$adilan be$rsifat subye$ktif, individualistic dan tidak 

m$e$nyam$aratakan. 

Andi Ham$zah m$e$nge$m$ukakan pe$ne$gakan hukum$ dise$but dalam$ bahasa Inggris Law 

E$nforce$m$e$nt, bahasa Be$landa re$chtshandhaving. Be$liau m$e$ngutip Handhaving 

M$ilie$ure$cht, 1981, Handhaving adalah pe$ngawasan dan pe$ne$rapan (atau de$ngan 

ancam$an) pe$nggunaan instrum$e$n adm$inistratif, ke$pidanaan atau ke$pe$rdataan 

dicapailah pe$nataan ke$te$ntuan hukum$ dan pe$raturan yang be$rlaku um$um$ dan 

individual. Handhaving m$e$liputi fase$ law e$nforce$m$e$nt yang be$rarti pe$ne$gakan 

hukum$ se$cara re$pre$sif dan fase$ com$pliance$ yang be$rarti pre$ve$ntif.20 

b. Te$ori Faktor-Faktor yang M$e$m$pe$ngaruhi Pe$ne$gakan Hukum$  

Soe$rjono Soe$kanto m$e$nyatakan bahwa pe$ne$gakan hukum$ m$e$rupakan prose$s 

m$e$nye$laraskan hubungan antara nilai-nilai yang te$lah dituangkan dalam$ aturan 

yang je$las de$ngan tindakan nyata. Prose$s ini m$e$rupakan tahap akhir dalam$ 

                                                             
20 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 48-49.  
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pe$rwujudan nilai-nilai hukum$ yang be$rtujuan untuk m$e$nciptakan, m$e$njaga, dan 

m$e$m$pe$rtahankan ke$te$rtiban se$rta ke$harm$onisan dalam$ ke$hidupan be$rm$asyarakat.21 

Adapun faktor-faktor yang m$e$m$pe$ngaruhi pe$ne$gakan hukum$ m$e$nurut Soe$rjono 

Soe$kanto diantaranya adalah:   

1) Faktor Undang-Undang   

Undang-Undang m$e$rupakan salah satu faktor utam$a dalam$ m$e$m$astikan pe$ne$gakan 

hukum$ yang e$fe$ktif. Pe$ne$gakan hukum$ be$rkaitan e$rat de$ngan aturan hukum$ yang 

te$rtuang dalam$ Undang-Undang, yang be$rfungsi se$bagai pe$dom$an bagi aparat 

pe$ne$gak hukum$ m$aupun m$asyarakat dalam$ m$e$nciptakan ke$te$rtiban, ke$te$ntram$an, 

dan rasa am$an. Ole$h kare$na itu, Undang-Undang yang disusun harus m$e$m$adai dan 

se$bisa m$ungkin tidak be$rte$ntangan satu sam$a lain agar pe$ne$rapannya tidak 

m$e$nim$bulkan ke$tidakpastian hukum$. 

2) Faktor Pe$ne$gak Hukum$  

Pe$ne$gak hukum$ dalam$ konte$ks ini m$e$rujuk pada aparat pe$ne$gak hukum$, yaitu 

le$m$baga yang be$rtanggung jawab atas pe$laksanaan dan pe$ne$gakan hukum$. 

Pe$ne$gakan hukum$ dapat diartikan se$bagai prose$s pe$ne$rapan aturan hukum$ ole$h 

aparat pe$ne$gak hukum$ se$rta pihak-pihak te$rkait yang m$e$m$iliki ke$pe$ntingan dalam$ 

pe$laksanaannya.22 Istilah "pe$ne$gak hukum$" m$e$m$iliki cakupan yang sangat luas. 

Nam$un, dalam$ tulisan ini, pe$nge$rtiannya dibatasi pada ke$lom$pok yang se$cara 

langsung te$rlibat dalam$ prose$s pe$ne$gakan hukum$, yang m$e$ncakup tidak hanya 

pe$ne$gakan hukum$ (law e$nforce$m$e$nt) te$tapi juga pe$m$e$liharaan ke$te$rtiban dan 

pe$rdam$aian (pe$ace$ m$ainte$nance$). Ke$lom$pok ini te$rdiri dari para profe$sional yang 

be$ke$rja di bidang ke$hakim$an, ke$jaksaan, ke$polisian, ke$pe$ngacaraan, dan 

pe$m$asyarakatan. 

Se$bagai figur panutan dalam$ m$asyarakat, pe$ne$gak hukum$ harus m$e$m$iliki 

kom$pe$te$nsi te$rte$ntu yang se$laras de$ngan harapan publik. M$e$re$ka dituntut untuk 

dapat be$rkom$unikasi se$cara e$fe$ktif dan m$e$m$bangun pe$m$aham$an de$ngan ke$lom$pok 

sasaran, se$rta m$e$njalankan pe$rannya de$ngan cara yang dapat dite$rim$a ole$h 

m$asyarakat. Se$lain itu, pe$ne$gak hukum$ harus m$am$pu m$e$m$anfaatkan unsur-unsur 

                                                             
21 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2008, hlm. 80. 
22 Maya Shafira, dkk, Sistem Peradilan Pidana, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm. 72. 
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tradisional te$rte$ntu untuk m$e$ningkatkan partisipasi m$asyarakat dalam$ siste$m$ 

hukum$. M$e$re$ka juga pe$rlu m$e$m$ilih waktu dan lingkungan yang te$pat dalam$ 

m$e$m$pe$rke$nalkan norm$a atau aturan hukum$ yang baru, se$rta m$e$m$be$rikan te$ladan 

yang baik dalam$ ke$hidupan be$rm$asyarakat. 

Halangan-halangan yang m$ungkin dijum$pai pada pe$ne$rapan yang se$harusnya dari 

golongan panutan atau pe$ngak hukum$, m$ungkin be$rasal dari dirinya se$ndiri atau 

dari lingkungan. Halangan-halangan yang m$e$m$e$rlukan pe$nanggulangan te$rse$but, 

adalah: 

a. Ke$te$rbatasan ke$m$am$puan untuk m$e$ne$m$patkan diri dalam$ pe$ranan pihak lain 

de$ngan siapa dia be$rinte$raksi, 

b. Tingkat aspirasi yang re$latif be$lum$ tinggi,  

c. Ke$gairahan yang sangat te$rbatas untuk m$e$m$ikirkan m$asa de$pan, se$hingga sulit 

se$kali untuk m$e$m$buat suatu proye$ksi, 

d. Be$lum$ adanya ke$m$am$puan untuk m$e$nunda pe$m$uasan suatu ke$butuhan 

te$rte$ntu, te$rutam$a ke$butuhan m$ate$rie$l, 

e. Kurangnya daya inovatif yang se$be$narnya m$e$rupakan pasangan 

konse$rvatism$e$. 

 

3) Faktor Sarana dan Fasilitas  

Pe$ne$gakan hukum$ tidak dapat be$rjalan de$ngan lancar tanpa adanya sarana dan 

fasilitas yang m$e$m$adai. Sarana dan fasilitas te$rse$but m$e$ncakup be$rbagai aspe$k, 

se$pe$rti te$naga profe$sional yang te$rdidik dan te$ram$pil, struktur organisasi yang baik, 

pe$ralatan yang m$e$m$adai, se$rta dukungan ke$uangan yang cukup. Jika hal-hal 

te$rse$but tidak te$rpe$nuhi, m$aka pe$ncapaian tujuan pe$ne$gakan hukum$ akan sulit 

te$rwujud. Ole$h kare$na itu, dalam$ hal pe$nye$diaan sarana dan fasilitas, pe$rlu 

dite$rapkan pe$nde$katan yang te$pat se$bagai be$rikut: 

a. Yang tidak ada diadakan yang baru be$tul,  

b. Yang rusak atau salah dipe$rbaiki atau dibe$tulkan,  

c. Yang kurang ditam$bah,  

d. Yang m$ace$t dilancarkan,  

e. Yang m$undur atau m$e$rosot dim$ajukan atau ditingkatkan. 
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4) Faktor M$asyarakat  

Pe$ran m$asyarakat m$e$rupakan faktor kunci dalam$ ke$be$rhasilan pe$ne$gakan hukum$. 

Hal ini se$laras de$ngan tujuan utam$a pe$ne$gakan hukum$, yaitu m$e$wujudkan 

ke$te$rtiban dan ke$adilan dalam$ ke$hidupan be$rm$asyarakat. Ole$h kare$na itu, 

partisipasi aktif m$asyarakat dalam$ m$e$ndukung dan m$e$njalankan prose$s pe$ne$gakan 

hukum$ m$e$njadi suatu ke$harusan. 

5) Faktor Budaya   

Ke$budayaan m$e$m$iliki hubungan yang e$rat de$ngan pe$ne$gakan hukum$, kare$na 

hukum$ disusun be$rdasarkan nilai-nilai budaya yang te$lah be$rke$m$bang dalam$ 

m$asyarakat. Karakte$ristik hukum$ di suatu dae$rah dise$suaikan de$ngan budaya 

se$te$m$pat, se$hingga be$rpe$ngaruh te$rhadap pe$rilaku m$asyarakat, baik se$be$lum$ 

m$aupun se$te$lah m$e$re$ka m$e$m$aham$i dan m$e$ne$rapkan norm$a hukum$ yang be$rlaku. 

 

2. Konseptual 

Ke$rangka konse$ptual m$e$rupakan kum$pulan konse$p yang te$rsusun se$cara siste$m$atis 

se$bagai satu ke$satuan yang utuh, se$hingga m$e$m$be$ntuk suatu pe$m$aham$an yang 

dapat digunakan se$bagai dasar, acuan, dan pe$dom$an dalam$ pe$ne$litian atau 

pe$nulisan. Be$rdasarkan pe$nge$rtian te$rse$but, dalam$ bagian ini akan dije$laskan 

konse$p-konse$p utam$a yang digunakan dalam$ pe$ne$litian guna m$e$m$be$rikan batasan 

yang je$las dalam$ pe$nafsiran. 

a. Pe$laksanaan adalah prose$s nyata dan aktif dalam$ m$e$njalankan re$ncana, 

ke$bijakan, atau pe$rintah agar tujuan te$rcapai se$cara e$fisie$n dan e$fe$ktif. Dalam$ 

konte$ks pe$m$asyarakatan, pe$laksanaan m$e$ncakup ke$giatan pe$m$binaan, 

pe$m$bim$bingan, dan pe$ngawasan te$rhadap warga binaan atau klie$n. 

Pe$laksanaan m$e$nurut UU No. 22 Tahun 2022 adalah se$luruh be$ntuk pe$ne$rapan 

nyata dari siste$m$ pe$m$asyarakatan yang m$e$ncakup pe$m$binaan, pe$m$bim$bingan, 

pe$ngawasan, dan re$inte$grasi sosial, dilakukan se$cara te$rpadu ole$h pe$tugas dan 

didasarkan pada prinsip ke$m$anusiaan, ke$adilan, dan pe$nghorm$atan te$rhadap 

hukum$.23 

                                                             
23 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi V), Balai 

Pustaka, Jakarta, 2016. 
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b. Pe$ngawasan M$e$nurut Soe$rjono Soe$kanto adalah tindakan yang dilakukan 

untuk m$e$nce$gah te$rjadinya pe$nyim$pangan te$rhadap norm$a-norm$a yang 

be$rlaku dalam$ m$asyarakat atau organisasi. Tugas pe$ngawasan m$e$nurut Pasal 

56 m$e$rujuk pada Undang-Undang Nom$or 22 Tahun 2022 te$ntang 

Pe$m$asyarakatan, khususnya Pasal 56 yang m$e$ngatur m$e$nge$nai pe$ngawasan 

te$rhadap narapidana dan klie$n pe$m$asyarakatan, te$rutam$a m$e$re$ka yang se$dang 

m$e$njalani program$ re$inte$grasi sosial, se$pe$rti pe$m$be$basan be$rsyarat (PB), cuti 

m$e$nje$lang be$bas (CM$B), dan cuti be$rsyarat (CB). Pe$ngawasan adalah prose$s 

pe$m$antauan, e$valuasi, dan pe$nge$ndalian te$rhadap suatu aktivitas, ke$bijakan, 

atau pe$laksanaan ke$rja untuk m$e$m$astikan bahwa tujuan yang te$lah dite$tapkan 

dapat te$rcapai de$ngan e$fe$ktif dan e$fisie$n. M$e$nurut He$nry Fayol Pe$ngawasan 

m$e$rupakan tindakan m$e$m$astikan bahwa se$gala se$suatu be$rjalan se$suai de$ngan 

re$ncana, instruksi, dan prinsip yang te$lah dite$tapkan.24 

c. Balai Pe$m$asyarakatan (Bapas) adalah le$m$baga pe$m$e$rintah yang be$rfungsi 

m$e$m$bim$bing, m$e$ngawasi, dan m$e$ndam$pingi narapidana atau anak yang 

m$e$njalani prose$s pe$m$binaan di luar pe$njara, agar m$e$re$ka bisa ke$m$bali 

be$rinte$grasi de$ngan m$asyarakat se$cara baik dan tidak m$e$ngulangi ke$jahatan. 

M$e$nurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nom$or 22 Tahun 2022 te$ntang 

Pe$m$asyarakatan, Balai Pe$m$asyarakatan m$e$rupakan unit pe$laksana te$knis yang 

m$e$njalankan bim$bingan Klie$n Pe$m$asyarakatan, bapas be$rpe$ran dalam$ 

pe$m$bim$bingan, pe$ndam$pingan, dan pe$ngawasan te$rhadap klie$n 

pe$m$asyarakatan se$pe$rti narapidana yang m$e$ndapatkan pe$m$be$basan be$rsyarat, 

anak yang be$rhadapan de$ngan hukum$, dan individu lain yang m$e$njalani prose$s 

re$inte$grasi sosial.25 

d. Klie$n Pe$m$asyarakatan adalah orang de$wasa atau anak yang se$dang dalam$ 

prose$s pe$m$bim$bingan dan pe$ngawasan ole$h Balai Pe$m$asyarakatan, um$um$nya 

kare$na m$e$re$ka te$lah ke$luar dari Lapas de$ngan status be$rsyarat dan be$lum$ 

se$pe$nuhnya be$bas se$cara hukum$. M$e$nurut Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang 

Nom$or 22 Tahun 2022 te$ntang Pe$m$asyarakatan Klie$n Pe$m$asyarakatan adalah 

                                                             
24 Handayaningrat, S, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Gunung Agung, Jakarta, 

2011, hlm. 75. 
25 Arief, B. N,  Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 34. 
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se$se$orang, baik orang de$wasa m$aupun anak, yang be$rada dalam$ prose$s 

pe$m$bim$bingan ke$m$asyarakatan.26 

e. Pe$m$be$basan be$rsyarat adalah be$ntuk pe$ngurangan m$asa pidana yang dibe$rikan 

ke$pada narapidana agar bisa m$e$njalani sisa hukum$annya di luar pe$njara de$ngan 

pe$ngawasan, se$te$lah m$e$m$e$nuhi syarat te$rte$ntu. Ini bukan pe$m$be$basan pe$nuh, 

m$e$lainkan prose$s re$inte$grasi sosial de$ngan bim$bingan dari Balai 

Pe$m$asyarakatan. M$e$nurut Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nom$or 22 Tahun 

2022 te$ntang Pe$m$asyarakatan, pe$m$be$basan be$rsyarat m$e$rupakan salah satu 

hak narapidana untuk m$e$ndapatkan inte$grasi de$ngan m$asyarakat se$te$lah 

m$e$njalani se$bagian m$asa pidana. Ke$te$ntuan le$bih lanjut m$e$nge$nai pe$m$be$basan 

be$rsyarat juga diatur dalam$ Pe$raturan Pe$m$e$rintah (PP) Nom$or 99 Tahun 2012 

te$ntang Pe$rubahan Ke$dua atas PP Nom$or 32 Tahun 1999 te$ntang Syarat dan 

Tata Cara Pe$laksanaan Hak Warga Binaan Pe$m$asyarakatan. Dalam$ pe$raturan 

ini, dise$butkan syarat-syarat khusus bagi narapidana yang ingin m$e$m$pe$role$h 

pe$m$be$basan be$rsyarat.27 

 

E. Sistematika Penulisan 

Siste$m$atika pe$nulisan m$e$m$uat uraian ke$se$luruhan tulisan yang akan disajikan guna 

m$e$m$pe$rm$udah se$rta m$e$m$aham$i isi dan gam$baran yang je$las dan m$e$nye$luruh 

m$e$nge$nai bahasan pe$nulisan dalam$ pe$ne$litian ini. Adapun siste$m$atika yang 

te$rsusun dalam$ pe$nulisan ini adalah se$bagai be$rikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini be$risi uraian se$cara garis be$sar m$e$nge$nai latar be$lakang m$asalah, 

pe$rm$asalahan dan ruang lingkup pe$ne$litian, tujuan dan ke$gunaan pe$ne$litian, 

ke$rangka te$oritis dan konse$ptual, se$rta siste$m$atika pe$nulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini be$risikan tinjauan pustaka dari be$rbagai konse$p atau kajian yang 

be$rhubungan de$ngan pe$nyusunan pe$ne$litian pe$laksanaan pe$ngawasan ole$h 

                                                             
26 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Buku Panduan 

Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2020. 
27 Ibid. hlm. 37. 
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balai pe$m$asyarakatan te$rhadap klie$n yang dibe$rikan pe$m$be$basan be$rsyarat di 

balai pe$m$asyarakatan ke$las 1 Bandar Lam$pung. 

 

III. METODE PENELITIAN  

Bab ini m$e$m$aparkan m$e$nge$nai langkah-langkah yang dipakai pe$nulis dalam$ 

pe$nde$katan m$asalah, sum$be$r dan je$nis data, pe$ne$ntuan re$sponde$n, prose$dur 

pe$ngum$pulan data, pe$ngolahan data dan analisis data se$rta alasan pe$m$ilihan 

m$e$tode$-m$e$tode$ te$rse$but dalam$ pe$ne$litian ini. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini be$risi hasil atau jawaban dari pe$ne$litian te$ntang be$rbagai hal yang 

m$e$njadi pe$rm$asalahan dalam$ pe$ne$litian ini yang akan dije$laskan te$ntang 

pe$laksanaan pe$ngawasan di balai pe$m$asyarakatan dalam$ prose$s pe$m$binaan 

te$rhadap narapidana yang dibe$rikan pe$m$be$basan be$rsyarat  se$rta faktor 

pe$ngham$bat dalam$ prose$s pe$ngawasan te$rhadap narapidana yang dibe$rikan 

pe$m$be$basan be$rsyarat. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini be$risikan sim$pulan dari hasil pe$ne$litian yang te$lah dike$tahui ole$h 

pe$nulis dan saran yang be$rhubungan de$ngan pe$rm$asalahan pe$ne$litian se$bagai 

bahan pe$rbaikan di m$asa yang akan datang.



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Balai Pemasyarakatan 

Balai Pe$m$asyarakatan adalah unit pe$laksana te$knis pe$m$asyarakatan di bawah 

Dire$ktorat Je$nde$ral Pe$m$asyarakatan, Ke$m$e$nkum$ham$, yang be$rfungsi dalam$ 

pe$m$be$rian bim$bingan, pe$ngawasan, dan pe$ndam$pingan bagi klie$n—baik 

narapidana de$wasa m$aupun anak-anak. Struktur ini dije$laskan se$bagai bagian dari 

upaya form$al pe$ne$gakan hukum$ dan re$inte$grasi sosial bagi warga binaan Bapas 

bukan se$kadar le$m$baga pe$ngawasan, te$tapi institusi pe$m$bim$bingan sosial‐hukum$ 

yang inte$gral dalam$ siste$m$ pe$m$asyarakatan. De$ngan fungsi litm$as, pe$m$bim$bingan 

holistik, dan pe$ngawasan, Bapas m$e$njadi pilar pe$nting dalam$ m$e$wujudkan 

re$inte$grasi sosial, khususnya m$e$lalui pe$nde$katan re$storatif dan pe$nguatan pe$ran 

dalam$ pe$radilan anak.28 

1. Pe$nge$rtian Balai Pe$m$asyarakatan (BAPAS) 

Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Nom$or 22 Tahun 2022 te$ntang Pe$m$asyarakatan 

m$e$nye$butkan bahwa Balai Pe$m$asyarakatan (Bapas) adalah le$m$baga yang be$rtugas 

m$e$njalankan fungsi pe$m$bim$bingan ke$m$asyarakatan te$rhadap klie$n. 

Pe$m$asyarakatan se$ndiri m$e$rupakan tahap akhir dalam$ siste$m$ pe$m$idanaan dalam$ 

pe$radilan pidana se$rta bagian yang tidak te$rpisahkan dari siste$m$ pe$radilan te$rpadu. 

M$e$nurut Sudarto, konse$p pe$m$asyarakatan dapat disam$akan de$ngan "re$sosialisasi," 

yang be$rarti bahwa se$luruh prose$snya dise$suaikan de$ngan tata budaya Indone$sia 

dan nilai-nilai yang be$rlaku dalam$ m$asyarakat.29 Rosslan Sale$h m$e$nje$laskan bahwa 

re$sosialisasi adalah upaya yang be$rtujuan agar te$rpidana dapat ke$m$bali ke$ dalam$ 

                                                             
28 https://repository.radenfatah.ac.id/10689/2/bab%202.pdf?utm, diakses pada tanggal 9 Juli 2025. 
29 Fajar Ari Sudewo, Penologi dan Teori Pemidanaan, PT. Djava Sinar Perkasa, Jawa Tengah, 2022, 

hlm. 92. 



20 

 

m$asyarakat de$ngan ke$siapan dan ke$tahanan, se$hingga m$e$re$ka m$am$pu m$e$njalani 

ke$hidupan tanpa m$e$ngulangi tindakan krim$inal.30  

Balai Pe$m$asyarakatan (BAPAS) be$rke$dudukan se$bagai unit pe$laksana te$knis (UPT) 

dibidang pe$m$bim$bingan luar Le$m$baga Pe$m$asyarakatan yang be$rada di bawah dan 

be$rtanggung jawab langsung ke$pada Ke$pala Kantor Wilayah Ke$m$e$nte$rian Hukum$ 

dan Hak Asasi M$anusia di Propinsi. Balai Pe$m$asyarakatan m$asuk dalam$ naungan 

Ke$m$e$ntrian Hukum$ dan Hak Asasi M$anusia (Ke$m$e$nkum$ham$) yang se$cara te$knis 

be$rada di bawah Dire$ktorat Je$nde$ral Pe$m$asyarakatan.31 

Dire$ktorat Pe$m$asyarakatan Ke$m$e$nte$rian Hukum$ dan HAM$ m$e$nugaskan Balai 

Pe$m$asyarakatan se$bagai unit pe$laksana te$knis dalam$ siste$m$ Pe$m$asyarakatan. Balai 

ini be$rtanggung jawab untuk m$e$m$be$rikan bim$bingan ke$m$asyarakatan se$suai 

de$ngan pe$raturan yang be$rlaku se$rta m$e$laksanakan pe$m$binaan, bim$bingan, dan 

pe$ngawasan te$rhadap klie$n pe$m$asyarakatan di luar le$m$baga pe$m$asyarakatan. 

Se$cara organisasi, Balai Pe$m$asyarakatan (BAPAS) diklasifikasikan ke$ dalam$ dua 

tipe$, yaitu Ke$las I dan Ke$las II, yang dibe$dakan be$rdasarkan lokasi, volum$e$ ke$rja, 

se$rta cakupan wilayah ope$rasionalnya. Klie$n pe$m$asyarakatan adalah individu yang 

be$rada dalam$ bim$bingan Balai Pe$m$asyarakatan (BAPAS). Klie$n ini te$rbagi m$e$njadi 

dua kate$gori, yaitu klie$n de$wasa, yakni se$se$orang yang te$lah m$e$ncapai usia 18 

tahun se$suai de$ngan ke$te$ntuan undang-undang, se$rta klie$n anak yang 

diklasifikasikan m$e$njadi tiga ke$lom$pok: anak pidana, anak ne$gara, dan anak sipil. 

Fungsi pe$m$bim$bingan dan pe$m$binaan bagi narapidana yang dilakukan ole$h 

BAPAS be$rtujuan untuk m$e$m$be$rikan arahan guna m$e$ningkatkan kualitas 

ke$takwaan ke$pada Tuhan Yang M$aha E$sa, ke$sadaran be$rbangsa dan be$rne$gara, 

ke$ce$rdasan inte$le$ktual, sikap dan pe$rilaku, ke$se$hatan fisik dan m$e$ntal, ke$sadaran 

hukum$, se$rta re$inte$grasi sosial yang se$hat. Se$lain itu, program$ ini juga m$e$ncakup 

pe$latihan ke$te$ram$pilan ke$rja dan produksi agar se$te$lah be$bas, narapidana m$e$m$iliki 

                                                             
30 Ibid, hlm. 93. 
31 R. Ahmad S. Soemadipradja, dkk, Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia, Penerbit Bina Cipta, 

Bandung, 1979, hlm. 17. 
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be$kal ke$te$ram$pilan yang dapat digunakan se$bagai m$odal usaha, se$hingga dapat 

m$e$nghindari ke$m$bali m$e$lakukan tindak pidana. 

Untuk m$e$wujudkan siste$m$ pe$m$asyarakatan yang optim$al se$bagaim$ana 

diam$anatkan dalam$ Undang-Undang Nom$or 22 Tahun 2022 te$ntang 

Pe$m$asyarakatan, pe$laksanaan tugas pokok dan fungsi Dire$ktorat Bim$bingan 

Ke$m$asyarakatan dan Pe$nge$ntasan Anak di bawah Dire$ktorat Je$nde$ral 

Pe$m$asyarakatan harus dijalankan se$suai de$ngan ke$te$ntuan yang te$lah dite$tapkan 

ole$h birokrasi. 

1. Undang-undang Nom$or 22 Tahun 2022 Te$ntang Pe$m$asyarakatan 

2. Undang-undang Nom$or 39 Tahun 1999 Te$ntang Hak Asasi M$anusia 

3. Pe$raturan Pe$m$e$rintah RI Nom$or 31 Tahun 1999 Te$ntang Pe$m$binaan dan 

Pe$m$bim$bingan Warga Binaan Pe$m$asyarakatan  

4. Pe$raturan Pe$m$e$rintah RI Nom$or : 32 Tahun 1999 jo. Pe$raturan Pe$m$e$rintah RI 

Nom$or 28 Tahun 2006 jo. Pe$raturan Pe$m$e$rintah RI Nom$or : 99 Tahun 2012 

Te$ntang Syarat dan Tata Cara Pe$laksanaan Hak Warga Binaan Pe$m$asyarakatan.  

5. Pe$raturan Pe$m$e$rintah RI Nom$or : 57 Tahun 1999 Te$ntang Ke$rjasam$a 

Pe$laksanaan Pe$m$binaan dan Pe$m$bim$bingan Warga Binaan Pe$m$asyarakatan. 

6. Pe$raturan M$e$nte$ri Hukum$ dan Hak Asasi M$anusia RI Nom$or : 12 Tahun 2013 

tanggal 14 M$are$t 2013 Te$ntang Asse$sm$e$nt Re$siko dan Asse$sm$e$nt Ke$butuhan.  

7. Pe$raturan M$e$nte$ri Hukum$ dan Hak Asasi M$anusia RI Nom$or : 21 Tahun 2013 

Te$ntang Syarat dan Tata Cara Pe$m$be$rian Re$m$isi, Asim$ilasi, Cuti M$e$ngunjungi 

Ke$luarga, Pe$m$be$basan Be$rsyarat, Cuti M$e$nje$lang Be$bas dan Cuti Be$rsyarat. 

8. Ke$putusan M$e$nte$ri Hukum$ Re$publik Indone$sia No. M$.01-PK.04.10 Tahun 

1998 te$ntang Tanggung Jawab, Ke$wajiban, dan Pe$rsyaratan bagi Pe$m$bim$bing 

Ke$m$asyarakatan. 

9. Pe$tunjuk Pe$laksanaan M$e$nte$ri Ke$hakim$an RI Nom$or : E$.39-PR.05.03 Tahun 

1987 Tanggal 8 Se$pte$m$be$r 1987 Te$ntang Bim$bingan Klie$n De$wasa. 

10. Pe$tunjuk Te$knis M$e$nte$ri Ke$hakim$an RI Nom$or : E$.40-PR.05.03 Tahun 1987 

Tanggal 8 Se$pte$m$be$r 1987 Te$ntang Bim$bingan Klie$n Pe$m$asyarakatan. 

 

2. We$we$nang, Tugas, dan Fungsi Balai Pe$m$asyarakatan 

Balai Pe$m$asyarakatan (Bapas) m$e$m$iliki pe$ran pe$nting dalam$ siste$m$ 

pe$m$asyarakatan di Indone$sia. We$we$nang Bapas diatur dalam$ Undang-Undang 

Nom$or 22 Tahun 2022 te$ntang Pe$m$asyarakatan dan be$rbagai pe$raturan 

pe$laksanaannya. Be$rikut adalah be$be$rapa pe$raturan yang m$e$ngatur we$we$nang 

Bapas: 
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1. Undang-Undang Nom$or 22 Tahun 2022 te$ntang Pe$m$asyarakatan 

UU ini m$e$ngatur siste$m$ pe$m$asyarakatan se$bagai pe$rlakuan te$rhadap tahanan, 

anak, dan warga binaan m$e$lalui fungsi pe$m$asyarakatan yang m$e$liputi 

pe$layanan, pe$m$binaan, pe$m$bim$bingan ke$m$asyarakatan, pe$rawatan, 

pe$ngam$anan, dan pe$ngam$atan de$ngan m$e$njunjung tinggi pe$nghorm$atan, 

pe$lindungan, dan pe$m$e$nuhan hak asasi m$anusia.  

2. Pe$tunjuk Pe$laksanaan Nom$or PAS-20.OT.02.02 Tahun 2022 

Pe$tunjuk pe$laksanaan ini m$e$m$be$rikan pe$dom$an pada m$asa pe$ralihan dalam$ 

pe$laksanaan pe$m$e$nuhan hak be$rsyarat bagi narapidana, se$suai de$ngan Pasal 10 

Undang-Undang Nom$or 22 Tahun 2022 te$ntang Pe$m$asyarakatan. Tujuannya 

adalah te$rpe$nuhinya hak-hak be$rsyarat bagi narapidana se$suai de$ngan undang-

undang te$rse$but. 

 

We$we$nang Balai Pe$m$asyarakatan (Bapas) adalah se$bagai be$rikut: 

1. M$e$m$bim$bing Klie$n Pe$m$asyarakatan 

a. M$e$laksanakan bim$bingan bagi narapidana yang m$e$ndapatkan pe$m$be$basan 

be$rsyarat, cuti be$rsyarat, cuti m$e$nje$lang be$bas, atau asim$ilasi. 

b. M$e$m$be$rikan bim$bingan ke$pribadian dan ke$m$andirian agar klie$n dapat 

be$radaptasi ke$m$bali ke$ m$asyarakat. 

2. M$e$nyusun Litm$as (Pe$ne$litian Ke$m$asyarakatan) 

a. M$e$lakukan pe$ne$litian ke$m$asyarakatan (Litm$as) untuk m$e$m$be$rikan 

re$kom$e$ndasi te$rhadap prose$s pe$radilan dan pe$m$asyarakatan, se$pe$rti dalam$ 

kasus dive$rsi bagi anak be$rhadapan de$ngan hukum$ (ABH) atau pe$m$be$rian 

hak inte$grasi bagi narapidana. 

3. M$e$laksanakan Pe$ndam$pingan Hukum$ dan Sosial 

a. M$e$ndam$pingi anak yang be$rhadapan de$ngan hukum$ (ABH) dalam$ prose$s 

pe$radilan. 

b. M$e$m$be$rikan pe$ndam$pingan bagi klie$n pe$m$asyarakatan yang se$dang 

m$e$njalani program$ pe$m$binaan di luar Lapas. 

4. M$e$ngawasi dan M$e$nge$valuasi Klie$n Pe$m$asyarakatan 

a. M$e$ngawasi narapidana yang te$lah m$e$m$pe$role$h hak inte$grasi (pe$m$be$basan 

be$rsyarat, cuti be$rsyarat, dsb.). 

b. M$e$nge$valuasi pe$rke$m$bangan klie$n pe$m$asyarakatan se$lam$a dalam$ 

pe$ngawasan. 

5. M$e$nge$dukasi M$asyarakat Te$ntang Re$inte$grasi Sosial 

a. M$e$lakukan sosialisasi dan ke$rja sam$a de$ngan m$asyarakat untuk m$e$ndukung 

re$inte$grasi sosial klie$n pe$m$asyarakatan. 

b. Be$ke$rja sam$a de$ngan instansi te$rkait dalam$ m$e$m$be$rikan pe$m$binaan dan 

pe$latihan ke$rja bagi klie$n pe$m$asyarakatan. 

6. M$e$m$bantu Pe$ne$rapan Ke$adilan Re$storatif 
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a. Dalam$ kasus anak dan pe$laku te$rte$ntu, Bapas be$rpe$ran dalam$ m$e$diasi 

ke$adilan re$storatif antara pe$laku, korban, dan m$asyarakat. 

 

Balai Pe$m$asyarakatan (Bapas) adalah unit pe$laksana te$knis di bawah Ke$m$e$nte$rian 

Hukum$ dan Hak Asasi M$anusia yang be$rpe$ran pe$nting dalam$ siste$m$ 

pe$m$asyarakatan di Indone$sia. Bapas be$rtugas m$e$laksanakan pe$m$bim$bingan 

te$rhadap klie$n pe$m$asyarakatan, te$rm$asuk narapidana yang m$e$ndapatkan asim$ilasi, 

pe$m$be$basan be$rsyarat, atau cuti be$rsyarat, se$rta anak yang be$rhadapan de$ngan 

hukum$. 

Tugas Pokok dan Fungsi Bapas: 

a. Pe$ne$litian Ke$m$asyarakatan (Litm$as): 

a. M$e$lakukan pe$ne$litian ke$m$asyarakatan se$bagai dasar pe$radilan untuk 

m$e$nge$tahui data dan latar be$lakang klie$n pe$m$asyarakatan, se$hingga 

m$e$m$bantu dalam$ m$e$m$utuskan program$ bim$bingan dan pe$m$binaan yang 

te$pat.  

b. Bim$bingan Ke$m$asyarakatan dan Pe$nge$ntasan Anak: 

a. M$e$m$be$rikan bim$bingan ke$pada klie$n pe$m$asyarakatan untuk m$e$m$bantu 

m$e$re$ka be$rinte$grasi ke$m$bali ke$ m$asyarakat. 

b. M$e$laksanakan pe$nge$ntasan anak yang be$rhadapan de$ngan hukum$ untuk 

m$e$m$astikan m$e$re$ka m$e$ndapatkan pe$m$binaan yang se$suai.  

c. Pe$ndam$pingan dalam$ Prose$s Pe$radilan: 

M$e$ndam$pingi anak yang be$rkonflik de$ngan hukum$ (ABH) di dalam$ dan di luar 

prose$s pe$radilan pidana untuk m$e$m$astikan hak-hak m$e$re$ka te$rpe$nuhi.  

d. Pe$ngawasan dan Bim$bingan Lanjutan: 

M$e$laksanakan pe$ngawasan dan bim$bingan te$rhadap klie$n pe$m$asyarakatan 

untuk m$e$m$astikan m$e$re$ka tidak m$e$ngulangi tindak pidana dan dapat be$rpe$ran 

aktif dalam$ m$asyarakat.  

e. Pe$layanan ke$pada Instansi Lain dan M$asyarakat: 

M$e$m$be$rikan pe$layanan te$rhadap instansi lain dan m$asyarakat yang 

m$e$m$butuhkan inform$asi atau ke$rja sam$a te$rkait pe$m$bim$bingan klie$n 

pe$m$asyarakatan.  

f. Pe$laksanaan Ke$giatan Bim$bingan Ke$m$andirian: 

M$e$laksanakan ke$giatan bim$bingan ke$m$andirian bagi klie$n pe$m$asyarakatan 

dalam$ rangka pe$layanan dan pe$ne$gakan hukum$ se$rta pe$m$e$nuhan hak asasi 

m$anusia.  

 



24 

 

De$ngan m$e$laksanakan tugas dan fungsi te$rse$but, Bapas be$rpe$ran pe$nting dalam$ 

prose$s re$inte$grasi sosial klie$n pe$m$asyarakatan, m$e$m$astikan m$e$re$ka dapat ke$m$bali 

ke$ m$asyarakat se$bagai warga ne$gara yang baik dan be$rtanggung jawab. 

3. Pe$nge$rtian Pe$m$bim$bing Ke$m$asyarakatan (PK) 

Pe$m$bim$bing Ke$m$asyarakatan, se$be$lum$nya dike$nal se$bagai Pe$ke$rja Sosial 

Ke$hakim$an (Social Worke$r in Corre$ctional Fie$ld), m$e$rupakan pe$jabat fungsional 

dalam$ bidang pe$ne$gakan hukum$ di Balai Pe$m$asyarakatan. Tugasnya m$e$liputi 

pe$laksanaan pe$ne$litian ke$m$asyarakatan, pe$m$bim$bingan, pe$ngawasan, se$rta 

pe$ndam$pingan te$rhadap anak, baik dalam$ m$aupun di luar prose$s pe$radilan pidana.32 

Abintoro Prakoso be$rpe$ndapat bahwa Pe$m$bim$bing Ke$m$asyarakatan adalah 

pe$gawai yang salah satu tugasnya m$e$nyajikan data m$e$nge$nai diri klie$n, ke$luarga, 

dan m$asyarakat. Pe$m$bim$bing Ke$m$asyarakatan harus m$e$m$iliki pe$nge$tahuan dan 

ke$ahlian yang se$suai de$ngan tugas se$rta ke$wajibannya, se$rta ke$te$ram$pilan te$knis 

dan jiwa sosial. Dalam$ m$e$laksanakan bim$bingan te$rhadap klie$n pe$m$asyarakatan, 

Pe$m$bim$bing Ke$m$asyarakatan harus be$rpe$dom$an pada aturan se$rta pe$tunjuk yang 

te$lah dite$tapkan.33 Pe$ran Pe$m$bim$bing Ke$m$asyarakatan adalah m$e$m$bantu pe$tugas 

dalam$ m$e$m$aham$i le$bih baik individu yang ditahan se$rta siste$m$ sosial di m$ana 

individu te$rse$but m$e$njadi salah satu unsurnya. Se$lain itu, Pe$m$bim$bing 

Ke$m$asyarakatan juga be$rpe$ran dalam$ m$e$m$bantu pe$tugas m$e$nge$m$bangkan sikap 

re$habilitatif, bukan hanya se$kadar m$e$njalankan hukum$ se$m$ata.  

M$e$nurut Drs. Sum$arsono A. Karim$ pe$m$bim$bing ke$m$asyarakatan yaitu pe$tugas 

yang dapat m$e$m$be$rikan laporan hasil pe$m$e$riksaan ke$m$asyarakatan de$ngan 

m$e$ne$liti m$asyarakat, ke$luarga dan te$ntunya klie$n se$ndiri.34 Untuk dapat dim$e$nge$rti 

le$bih m$udah, Drs. Sum$arsono A Karim$ m$e$m$aparkan pe$m$bim$bing ke$m$asyarakatan 

se$bagai be$rikut: 

a. M$e$m$bantu m$e$m$pe$rkuat m$otivasi 

                                                             
32 Tejo Harwanto, Modul Pembimbing Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI, 

Jakarta, 2012, hlm. 9-10. 
33 Abintoro Prakoso, Pembaharuan Sistem Peradilan Anak, PT Laksbang Grafika, Yogyakarta, 

2013, hlm. 116. 
34 Sumarsono, Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Modul Bagi 

Pembimbing Kemasyarakatan, Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta, 2012, hlm. 12. 
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M$e$num$buhkan rasa sim$patik dan e$m$pati, se$hingga te$rcipta re$lasi yang pe$nuh 

pe$m$aham$an se$rta pe$ne$rim$aan, se$hingga bagi te$rpidana dapat m$e$ne$laah ke$m$bali 

tingkah laku dan sikap nya saat ini.  

b. M$e$m$be$rikan inform$asi  

De$ngan be$rbe$kal inform$asi yang dibe$rikan, te$rpidana dapat m$e$m$aham$i se$cara le$bih 

m$e$ndalam$ situasi hukum$ yang se$dang dihadapinya, te$rm$asuk im$plikasi dari 

ke$putusan yang te$lah dijatuhkan, hak-hak yang m$asih dapat dipe$rjuangkan, se$rta 

ke$wajiban yang harus dipe$nuhi se$lam$a m$e$njalani m$asa pidana. Se$lain itu, inform$asi 

te$rse$but juga m$e$m$bantu te$rpidana dalam$ m$e$m$aham$i kondisi sosial yang akan 

dihadapi se$te$lah m$asa hukum$annya be$rakhir, te$rm$asuk bagaim$ana m$e$re$ka dapat 

be$radaptasi ke$m$bali dalam$ lingkungan m$asyarakat, m$e$m$bangun ke$m$bali hubungan 

sosial, se$rta m$e$m$pe$rsiapkan diri untuk m$e$njalani ke$hidupan yang le$bih baik di 

m$asa de$pan. 

c. M$e$m$be$rikan ke$se$m$patan guna pe$nyaluran pe$rasaan  

De$ngan m$e$lalui pe$nde$katan-pe$nde$katan e$m$osional diharapkan dapat m$e$m$be$rikan 

rasa am$an dan nyam$an, se$hingga pe$tugas dapat m$e$nde$ngar pe$rasaan, ke$kuatan, 

frustasi, m$aupun harapan dan aspirasinya. 35 

Artike$l yang dapat m$e$njadi acuan dan pe$m$banding ole$h pe$m$bim$bing 

ke$m$asyarakatan adalah:36 

a. Pe$m$bim$bing ke$m$asyarakatan se$bagai pe$rantara. 

Pe$m$bim$bing Ke$m$asyarakatan se$bagai pe$rantara be$rtujuan untuk m$e$nolong klie$n 

de$ngan lingkungan sosialnya. Se$hingga m$e$m$pe$rm$udah klie$n m$e$m$posisikan diri 

de$ngan m$asyarakat. Untuk itu pe$rlu adanya pe$ran pe$rantara antara klie$n dan 

m$asyarakat se$hingga Pe$m$bim$bing Ke$m$asyarakatan bisa m$e$ngawasi klie$n.  

b. Pe$m$bim$bing Ke$m$asyarakatan se$bagai advokat  

Pe$m$bim$bing Ke$m$asyarakatan se$bagai advokat be$rtujuan untuk m$e$m$bantu klie$n 

dalam$ m$e$m$pe$role$h hak-hak m$e$re$ka se$hingga m$e$ndapatkan pe$layanan yang baik 

dan m$e$ndukung klie$n dalam$ m$e$m$be$rikan m$asukan te$rkait pe$rubahan ke$bijakan 

                                                             
35 Sumarsono A. Karim, Peran Pembimbing Kemasyarakatan,  Diretorat Jenderal Pemasyarakatan, 

Jakarta, 2011, hlm. 23. 
36 Ade Suryaningsih, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak 

Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Purwokerto, IAIN Purwokerto, Purwekerto, 2019, 

hlm. 24 
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yang be$rsifat ne$gatif bagi klie$n. Hal ini dilakukan m$e$ngingat salah satu tugas pokok 

pe$m$bim$bing ke$m$asyarakakatan adalah pe$m$be$laan.  

c. Pe$m$bim$bing Ke$m$asyarakatan se$bagai pe$ngajar 

Pe$m$bim$bing ke$m$asyarakatan se$bagai pe$ngajar be$rtujuan untuk m$e$ngasah 

ke$te$ram$pilan klie$n de$ngan pe$nge$tahuan-pe$nge$tahuan baru se$hingga m$am$pu 

m$e$rubah pola pikir klie$n, hal ini juga be$rtujuan agar klie$n dapat m$e$ngatasi m$asalah-

m$asalah yang dialam$inya. Pe$m$bim$bingan Ke$m$asyarakatan atau yang dulu dise$but 

Pe$ke$rja Sosial Ke$hakim$an (Social Worke$r in Corre$ctional Fie$ld) adalah pe$jabat 

fungsional pe$ne$gak hukum$ pada Balai Pe$m$asyarakatan yang ditunjuk dan atau 

diangkat m$e$njadi Pe$m$bim$bing Ke$m$asyarakatan. Be$rtugas m$e$laksanakan pe$ne$litian 

ke$m$asyarakatan, pe$m$bim$bingan, pe$ngawasan dan pe$ndam$pingan te$rhadap Anak di 

dalam$ dan di luar prose$s pe$radilan pidana.37 

M$e$nurut Te$jo Harwanto adapun pe$ran pe$m$bim$bing ke$m$asyarakatan adalah se$bagai 

be$rikut:38 

1. M$e$m$bantu narapidana dalam$ m$e$num$buhkan m$otivasi de$ngan m$e$tode$ tatap 

m$uka se$hingga klie$n dapat langsung m$e$ne$rim$a dan m$e$m$aham$i se$tiap kata-kata 

m$otivasi yang dibe$rikan ole$h pe$m$bim$bing ke$m$asyarakatan, hal ini juga dapat 

m$e$m$bantu narapidana dalam$ m$e$re$nungi ke$m$bali se$tiap tingkah laku dan sikap 

yang te$lah dilakukan se$lam$a ini. 

2. M$e$m$be$rikan inform$asi yang dibutuhkan ole$h narapidana, salah satunya adalah 

m$e$m$be$ri inform$asi te$rkait de$ngan m$asyarakat dan ke$hidupan be$rsosial. Hal ini 

dilakukan agar narapidana dapat be$rsosialisasi ke$m$bali de$ngan m$asyarakat dan 

m$e$nge$m$bangkan pe$ran sosial m$e$re$ka. 

3. M$e$m$be$rikan bantuan ke$pada narapidana dalam$ m$e$ngam$bil ke$putusan, se$lain 

itu pe$m$bim$bing ke$m$asyarakatan juga m$e$m$bantu narapidana dalam$ 

m$e$m$pe$rtim$bangkan be$rbagai alte$rnatif se$hingga m$e$ne$m$ukan solusi yang te$pat 

untuk m$asalah yang m$e$re$ka hadapi.  

4. M$e$m$be$rikan bantuan dalam$ m$e$m$aham$i situasi, Pe$m$bim$bing Ke$m$asyarakatan 

juga m$e$m$bantu narapidana dalam$ m$e$m$ikirkan m$asalah dan situasinya. 

Narapidana juga dibim$bing untuk m$e$ngintrope$ksi dan m$e$m$pe$rbaiki diri 

m$aupun tingkah lakunya. Hal ini be$rtujuan agar narapidana dapat m$e$rubah pola 

ke$hidupannya. 

5. M$e$m$be$rikan bantuan guna pe$nataan ke$m$bali pola tingkah laku narapidana, 

bantuan ini dibe$rikan ke$pada narapidana yang m$e$ngalam$i m$asalah ke$pribadian 

                                                             
37 Prof. Dr. Hamidi, M.Si, Metodelogi Penelitian dan Teori Komunikasi, hlm. 54. 
38 Tejo Harwanto, dkk., Modul Pembimbing Kemasyarakatan,hlm. 9-10. 
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yang cukup be$rat dan m$e$m$butuhkan waktu yang cukup lam$a untuk m$e$ngatasi 

m$asalah yang dihadapi. 

 

Pe$m$bim$bing Ke$m$asyarakatan ide$ntik de$ngan Pe$ke$rja Sosial, yang dalam$ 

m$e$laksanakan tugasnya m$e$nghadapi m$anusia dan pe$rm$asalahannya. Pe$m$bim$bing 

Ke$m$asyarakatan, harus be$rsikap dan be$rpe$rilaku tidak m$e$nyinggung pe$rasaan 

orang lain, cakap dalam$ m$e$ngadakan re$lationship, be$rkom$unikasi dan dapat 

m$e$ne$rim$a individu apa adanya. Dalam$ m$e$ngadakan pe$ne$litian ke$m$asyarakatan 

Pe$m$bim$bingan Ke$m$asyarakatan pe$rlu m$e$njaga dan m$e$m$ilihara hubungan baik 

de$ngan klie$n. Te$rjadinya hubungan yang baik antara Pe$m$bim$bingan 

Ke$m$asyarakatan de$ngan klie$n, diharapkan klie$n dapat m$e$nge$m$ukakan m$asalahnya 

de$ngan te$rus te$rang tanpa curiga te$rhadap Pe$m$bim$bing Ke$m$asyarakatan. 

Pe$m$bim$bing Ke$m$asyarakatan harus dapat m$e$m$aham$i dan m$e$njunjung tinggi 

harkat dan m$artabat klie$n se$bagai m$anusia. Pe$m$bim$bingan Ke$m$asyarakatan tidak 

bole$h m$e$m$ojokkan atau m$e$m$be$ri suatu putusan, artinya Pe$m$bim$bing 

Ke$m$asyarakatan harus non judge$m$e$ntal m$e$nge$nai baik atau buruk tindakan 

m$aupun ke$jadian yang baru dialam$i ole$h klie$n. Pe$m$bim$bing Ke$m$asyarakatan 

se$tidaktidaknya te$lah dididik se$bagai pe$ke$rja sosial, ditam$bah pe$nge$tahuan te$ntang 

hukum$, sosial pe$dagogi, dan hal-hal yang dipe$rlukan dalam$ m$e$lakukan bim$bingan 

ke$pada klie$n pe$m$asyarakatan.39 

Pe$ran pe$m$bim$bing ke$m$asyarakatan dalam$ prose$s pe$m$asyarakatan juga be$rfokus 

pada tahap re$-inte$grasi klie$n, m$aksudnya adalah m$e$nge$m$balikan klie$n ke$pada 

ke$adaan se$m$ula. tujuan narapidana diinte$grasikan ke$ dalam$ ruang lingkup 

m$asyarakat adalah untuk m$e$nge$m$balikan hubungannya de$ngan m$asyarakat. 

Pe$m$bim$bing Ke$m$asyarakatan harus m$e$m$punyai pe$nge$tahuan dan ke$m$am$puan 

se$suai de$ngan tugas dan ke$wajibannya, pe$m$bim$bing ke$m$asyarakatan juga harus 

m$e$m$punyai ke$te$ram$pilan te$knis dan jiwa pe$ngabdian di bidang pe$ke$rjaan sosial. 

Pe$m$bim$bing Ke$m$asyaratan dalam$ m$e$lakukan bim$bingan te$rhadap klie$n 

pe$m$asyarakatan harus be$rpe$dom$an de$ngan pe$tunjuk dan aturan yang sudah 

dite$tapkan.  

                                                             
39 Nasirudin, SH, Peraturan Perundang Terkait Tugas Pembimbing Kemasyarakatan, Asosiasi 

Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, Jakarta, 2015, hlm.284. 
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Pe$layanan pe$m$bim$bingan yang dilakukan ole$h pe$m$bim$bing ke$m$asyarakatan tidak 

didasarkan pada upaya balas de$ndam$ atau hukum$an. Pe$m$bim$bingan te$rhadap klie$n. 

ini le$bih dititikbe$ratkan pada upaya profe$sional untuk m$e$m$pe$rbaiki dan 

m$e$ningkatkan ke$m$am$puan klie$n dalam$ be$rinte$raksi de$ngan m$asyarakat. Tujuan 

yang he$ndak dicapai Pe$m$bim$bing Ke$m$asyarakatan se$suai de$ngan Tujuan siste$m$ 

Pe$m$asyarakatan dalam$ prose$s pe$m$bim$bingan ke$m$asyarakatan, yaitu: 

a. Klie$n dapat m$e$nyadari ke$salahan-ke$salahan yang te$lah dilakukannya;  

b. Klie$n tidak m$e$lakukan ke$m$bali pe$rbuatan yang m$e$langgar hukum$ tindak 

pidana;  

c. Klie$n dapat m$e$m$pe$rbaiki dirinya;  

d. Klie$n dapat dite$rim$a ke$m$bali ole$h m$asyarakat di te$m$pat tinggalnya; 

e. Klie$n dapat be$rpe$ran aktif dalam$ pe$m$bangunan Indone$sia;  

f. Klie$n dapat hidup se$cara wajar se$bagai warga m$asyarakat yang baik dan 

be$rtanggung jawab. 

 

Pe$m$bim$bing ke$m$asyarakatan juga be$rpe$ran aktif se$bagai pe$nghubung antara klie$n 

baik de$nga ke$plisian, ke$jaksaan, pe$ngadilan dan pe$m$asyarakatan. Apabila 

dim$ungkinkan pe$m$bim$bing ke$m$asyarakatan juga harus m$e$m$be$rikan dorongan dan 

dukungan ke$pada klie$n agar klie$n dapat de$ngan m$udah m$e$nghadapi m$asalahnya, 

se$bagai pe$m$be$ri inform$asi, e$valuasi dan lainnya. Tugas-tugas pe$ngawasan 

m$asyarakat diuraikan dalam$ ke$putusan m$e$nte$ri Hukum$ Re$publik Indone$sia No. 

M$.01-PK.04.10 tahun 1998, yang m$e$ngatur te$ntang tanggung jawab, ke$wajiban, 

dan pe$rsyaratan bagi pe$m$bim$bing ke$m$asyarakatan adalah se$bagai be$rikut :  

1. M$e$lakukan prose$s pe$m$buatan litm$as, yang m$e$libatkan pe$ne$litian di 

m$asyarakat  

2. M$e$laksanakan konse$ling kom$unitas dan vokasional bagi individu-individu di 

fasilitas pe$m$asyarakatan.  

3. M$e$m$be$rikan layanan ke$pada le$m$baga e$kste$rnal dan m$asyarakat um$um$, 

m$e$m$e$nuhi pe$rm$intaan m$e$re$ka te$rkait data atau hasil pe$ne$litian m$asyarakat 

yang be$rhubungan de$ngan klie$n-klie$n te$rte$ntu. 

4. M$e$ngkoordinasikan para konse$lor m$assyarakat dan pe$ke$rja sukare$la yang 

te$rlibat dalam$ m$e$m$be$rikan layanan bim$bingan.  

5. M$e$ngawasai para pe$langgar hukum$ di bawah um$ur yang te$lah dijatuhi 

hukum$an pe$ngawasan. Se$lain itu juga m$e$libatkan pe$m$antauan siswa 

pe$m$asyarakatan yang di pe$rcayakan pada orang tua, wali, atau orang tua angkat 

m$e$re$ka yang be$rtanggung jawab m$e$m$be$rikan bim$bingan.  
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6. Pe$ran se$orang pe$m$bim$bingan ke$m$asyarakatan (PK) dalam$ tim$ Pe$ngam$at 

Pe$m$asyarakatan (TPP) m$e$libatkan pe$m$e$nhan tanggung jawab se$bagai pe$tugas 

pe$ne$gak hukum$ de$ngan m$e$lakukan pe$ne$litian m$asyarakat, m$e$m$be$rikan 

bim$bingan, pe$ngawasan dan bantuan ke$pada anak-anak yang te$rlibat dalam$ 

sisite$m$ pe$radilan pidana baik di dalam$ m$aupun di luar siste$m$ te$rse$but. 

Se$cara ke$se$luruhan, Ke$putusan M$e$nte$ri Hukum$ No. M$.01-PK.04.10 Tahun 1998 

be$rpe$ran se$bagai pe$dom$an yang m$e$m$astikan bahwa tugas dan fungsi Pe$m$bim$bing 

Ke$m$asyarakatan dapat be$rjalan de$ngan baik se$suai de$ngan prinsip pe$m$asyarakatan 

yang be$rorie$ntasi pada pe$m$binaan dan re$inte$grasi sosial. De$ngan adanya ke$putusan 

ini, diharapkan klie$n pe$m$asyarakatan m$e$ndapatkan bim$bingan yang te$pat se$hingga 

m$e$re$ka dapat ke$m$bali m$e$njadi anggota m$asyarakat yang produktif dan tidak 

ke$m$bali m$e$lakukan tindak pidana. 

 

B. Tinjauan tentang Pembebasan Bersyarat 

Pe$m$be$basan Be$rsyarat adalah salah satu be$ntuk inte$grasi narapidana ke$ m$asyarakat 

yang dilakukan se$te$lah m$e$njalani se$bagian m$asa pidana di dalam$ Lapas, dan 

sisanya dijalani di luar de$ngan syarat te$rte$ntu se$rta pe$ngawasan ole$h Balai 

Pe$m$asyarakatan (Bapas).40 Diatur dalam$: UU No. 22 Tahun 2022 te$ntang 

Pe$m$asyarakatan, Pasal 10 dan Pasal 14, Pe$rm$e$nkum$ham$ No. 3 Tahun 2018 te$ntang 

Syarat dan Tata Cara PB, CB, dan CM$B 

1. Pe$nge$rtian Pe$m$be$basan Be$rsyarat 

Pe$m$be$basan Be$rsyarat adalah prose$s pe$m$binaan narapidana diluar le$m$baga 

Pe$m$asyarakatan se$te$lah m$e$njalani se$kurang-kurangnya 2/3 (dua pe$r tiga) m$asa 

pidananya de$ngan ke$te$ntuan 2/3 (dua pe$r tiga) m$asa pidana te$rse$but m$inim$al 9 

(se$m$bilan) bulan. Pe$m$be$basan be$rsyarat te$rse$but m$e$rupakan bagian dari fungsi 

le$m$baga pe$m$asyarakatan, yang m$e$rupakan salah satu dari bagian pe$radilan pidana 

indone$sia, yaitu ke$polisian, ke$jaksaan, dan pe$ngadilan. Ke$te$ntuan m$e$nge$nai 

pe$m$be$basan be$rsyarat di  dalam$ pe$raturan pe$rundang-undangan indone$sia, pe$rtam$a 

kalinya te$rm$uat de$ngan istilah pe$le$pasan be$rsyarat di dalam$ Kitab Undang-Undang 

Hukum$ Pidana (KUHP), dim$ana pe$nyusunan KUHP dibuat be$rdasarkan We$tboe$k 

Van Strafre$cht Voor Ne$de$rlandsch-Indie$, yang hukum$ pidana itu se$ndiri. M$e$nurut 

                                                             
40 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Grafindo, Malang, 2001, hlm. 63. 
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Wagiati Soe$todjo yang dim$aksud pe$m$be$basan be$rsyarat adalah be$basnya 

narapidana se$te$lah m$e$njalani se$kurang-kurangnya dua pe$rtiga m$asa pidananya 

de$ngan ke$te$ntuan pe$rtiga te$rse$but tidak kurang dari 9 (se$m$bilan) bulan. Pe$raturan 

pe$m$e$rintah nom$or 32 Tahun 1999 te$ntang Syarat dan Tata cara pe$laksanaan hak 

warga binaan pe$m$asyarakatan Pasal 1 angka 7 be$rbunyi “ Pe$m$be$basan Be$rsyarat 

adalah prose$s pe$m$binaan diluar Lapas se$te$lah m$e$njalani se$kurang-kurangnya 2/3 

(dua pe$r tiga) m$asa pidanya m$inim$al 9 (se$m$bilan) bulan. 

Dasar hukum$ pe$m$be$basan be$rsyarat se$cara um$um$ diatur dalam$ Undang-Undang 

Nom$or 22 Tahun 2022 te$ntang Pe$m$asyarakatan, Pe$raturan Pe$m$e$rintah Nom$or 99 

Tahun 2012 te$ntang Pe$rubahan Ke$dua atas Pe$raturan Pe$m$e$rintah Nom$or 32 Tahun 

1999 te$ntang Syarat dan Tata Cara Pe$laksanaan Hak Warga Binaan 

Pe$m$asyarakatan, se$rta Pe$raturan M$e$nte$ri Hukum$ dan Hak Asasi M$anusia Re$publik 

Indone$sia Nom$or 7 Tahun 2022 te$ntang Pe$rubahan Ke$dua atas Pe$raturan M$e$nte$ri 

Hukum$ dan Hak Asasi M$anusia Nom$or 3 Tahun 2018 m$e$nge$nai Syarat dan Tata 

Cara Pe$m$be$rian Re$m$isi, Asim$ilasi, Cuti M$e$nje$lang Ke$be$basan, Pe$m$be$basan 

Be$rsyarat, Cuti M$e$nje$lang Be$bas, dan Cuti Be$rsyarat.41 

Le$bih lanjut ke$te$ntuan m$e$nge$nai pe$m$be$rian pe$m$be$basan be$rsyarat ini diatur dalam$ 

Pasal 43, Pasal 43A dan Pasal 43B Pe$raturan Pe$m$e$rintah No. 99 Tahun 2012 

Te$ntang Pe$rubahan Ke$dua atas PP No. 32 Tahun 1999 Te$ntang Syarat dan Tata Cara 

Pe$laksanaan Hak Warga Binaan Pe$m$asyarakatan (PP No. 99 Tahun 2012). 

Ke$te$ntuan pasal 43 diubah se$hingga be$rbunyi se$bagai be$rikut:  

Pasal 43A  

1) Se$tiap Narapidana dan Anak Didik Pe$m$asyarakatan ke$cuali anak sipil, be$rhak 

m$e$ndapatkan pe$m$be$basan be$rsyarat.  

2) Pe$m$be$basan be$rsyarat se$bagaim$ana dim$aksud pada ayat (1) dibe$rikan apabila 

te$lah m$e$m$e$nuhi syarat se$bagai be$rikut: 

a. Te$lah m$e$njalani m$asa pidana se$kurang-kurangnya 2/3 (dua pe$rtiga) 

de$ngan ke$te$ntuan 2/3 (dua pe$rtiga) m$asa pidana te$rse$but tidak kurang dari 

9 (Se$m$bilan) bulan.  

                                                             
41 Fernando Tantaru, Elsa Rina Maya Toule, Erwin Ubwarin, “Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan 

Bersyarat Dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid - 19 Ditinjau Dari 

Perspektif Tujuan Pemidanaan”, SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol. 1 No. 1, 2021, 

hlm. 37. 
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b. Be$rke$lakuan baik se$ lam$a m$e$njalani m$asa pidana se$kurangkurangnya 9 

(Se$m$bilan) bulan te$rakhir dihitung se$lam$a te$nggala 2/3 (dua pe$rtiga) m$asa 

pidana.  

c. Te$lah m$e$ngikuti program$ bim$bingan de$ngan baik, te$kun, be$rse$m$angat. 

d. M$asyarakat dapat m$e$ne$rim$a program$ ke$giatan pe$m$binaan narapidana. 

3) Pe$m$be$basan be$rsyarat bagi anak ne$gara dibe$rikan se$te$lah m$e$njalani 

pe$m$binaan se$kurang-kurangnya 1 (satu) tahun.  

4) Pe$m$be$rian pe$m$be$basan be$rsyarat dite$tapkan de$ngan Ke$putusan M$e$nte$ri. 

5) Pe$m$be$basan be$rsyarat dicabut jika Narapidana atau anak didik pe$m$asyarakatan 

m$e$langgar pe$rsyaratan pe$m$be$basan be$rsyarat se$bagaim$ana dim$aksud pada 

ayat (2).  

6) Ke$te$ntuan m$e$nge$nai pe$ncabutan pe$m$be$basan be$rsyarat se$bagaim$ana 

dim$aksud pada ayat  

7) Diatur dalam$ Pe$raturan M$e$nte$ri. 

Pasal 43B  

1) Pe$m$be$basan be$rsyarat se$bagaim$ana dim$aksud dalam$ Pasal 43A ayat (1) 

dibe$rikan ole$h M$e$nte$ri se$te$lah m$e$ndapat pe$rtim$bangan dari Dire$ktorat 

Je$nde$ral Pe$m$asyarakatan.  

2) Dire$ktorat je$nde$ral pe$m$asyarakatan dalam$ m$e$m$be$rikan pe$rtim$bangan 

se$bagaim$ana dim$aksud pada ayat (1) ke$te$rtiban um$um$ dan rasa ke$adilan 

m$asyarakat.  

3) Dire$ktorat je$nde$ral pe$m$asyarakatan dalam$ m$e$m$be$rikan pe$rtim$bangan 

se$bagaim$ana dim$aksud pada ayat (2) wajib m$e$ne$rim$a re$kom$e$ndasi dan instansi 

te$rkait, yakni:  

a. Ke$polisian Ne$gara Re$publik Indone$sia, Badan Nasional Pe$nanggulangan 

Te$rorism$e$, dan Ke$jaksaan Agung dalam$ hal Narapidana dipidana kare$na 

m$e$lakukan tindak pidana te$rorism$e$, ke$jahatan te$rhadap ke$am$anan ne$gara, 

ke$jahatan hak asasi m$anusia yang be$rat dan ke$jahatan transnasional 

te$rorganisasi lainnya.  

b. Ke$polisian Ne$gara Re$publik Indone$sia, Badan Narkotika Nasional, dan 

Ke$jaksaan Agung dalam$ hal Narapidana dipidana kare$na m$e$lakukan 

tindak pidana narkotika dan pre$cursor narkotika psikotropika. 

c. Ke$polisian Ne$gara Re$publik Indone$sia, Ke$jaksaan Agung, dan kom$isi 

Pe$m$be$rantasan Korupsi dalam$ hal Narapidana dipidana kare$na m$e$lakukan 

tindak pidana korupsi. 

4) Re$kom$e$ndasi se$bagaim$ana dim$aksud pada ayat (3) disam$paikan se$cara te$rtulis 

ole$h instansi te$rkait dalam$ jangka waktu paling lam$a 12 (dua be$las) hari ke$rja 

se$jak dite$rim$anya pe$rm$intaan re$kom$e$ndasi dari Dirktorat Je$nde$ral 

Pe$m$asyarakatan.  

5) Dalam$ hal ini batas waktu se$bagaim$ana dim$aksud pasal (4) instansi te$rkait 

tidak m$e$nyam$paikan re$kom$e$ndasi se$cara te$rtulis, Dire$ktur Je$nde$ral 
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Pe$m$asyarakatan m$e$nyam$paikan pe$rtim$bangan pe$m$be$basan be$rsyarat ke$pada 

M$e$nte$ri.  

6) Ke$te$ntuan m$e$nge$nai tata cara pe$m$be$rian pe$m$be$basan be$rsyarat se$bagaim$ana 

dim$aksud pada ayat (3) diatur de$ngan Pe$raturan M$e$nte$ri. Dan dijabarkan 

se$cara de$tail dalam$ Pe$raturan M$e$nte$ri Hukum$ Dan Hak 

 

Pe$m$be$basan be$rsyarat m$e$rupakan program$ pe$m$bim$bingan yang be$rtujuan untuk 

m$e$nginte$grasikan narapidana dan anak ke$ dalam$ ke$hidupan m$asyarakat se$te$lah 

m$e$m$e$nuhi pe$rsyaratan yang te$lah dite$tapkan.42 Program$ pe$m$be$basan be$rsyarat 

be$rtujuan untuk m$e$m$bim$bing se$rta m$e$m$bantu narapidana dan anak dalam$ 

be$radaptasi de$ngan ke$hidupan m$asyarakat se$te$lah m$e$re$ka m$e$m$e$nuhi pe$rsyaratan 

yang te$lah dite$ntukan.43 Hak dan ke$wajiban narapidana dim$ulai se$jak m$e$re$ka 

dite$rim$a di Le$m$baga Pe$m$asyarakatan. Pada tahap awal pe$ne$rim$aan, dilakukan 

pe$m$e$riksaan te$rhadap putusan hakim$ guna m$e$nge$tahui lam$anya m$asa hukum$an 

yang harus dijalani ole$h narapidana di dalam$ Le$m$baga Pe$m$asyarakatan. Se$lain itu, 

pe$m$e$riksaan ini juga be$rtujuan untuk m$e$ne$ntukan hak-hak narapidana, se$pe$rti 

m$e$m$pe$role$h asim$ilasi, pe$m$be$basan be$rsyarat, cuti m$e$nje$lang be$bas, dan cuti 

be$rsyarat. Ole$h kare$na itu, prose$s pe$m$be$rian pe$m$be$basan be$rsyarat harus dilakukan 

de$ngan pe$rtim$bangan yang m$atang de$m$i ke$pe$ntingan pihak yang m$e$ne$rim$a be$rkas 

te$rpidana. Narapidana juga pe$rlu dipe$rsiapkan untuk m$e$m$asuki dunia ke$rja se$suai 

de$ngan bakat dan ke$te$ram$pilan yang m$e$re$ka ke$m$bangkan se$lam$a m$asa hukum$an. 

M$asa pe$rcobaan be$rlangsung se$lam$a sisa waktu hukum$an yang be$lum$ dijalani, 

ditam$bah satu tahun. Nam$un, jika se$lam$a m$asa pe$rcobaan te$rpidana ke$m$bali 

ditahan se$cara sah, m$aka m$asa pe$rcobaan te$rse$but tidak akan dihitung Pasal 15 ayat 

(3) KUHP.44 

Se$suai de$ngan Pasal 15 ayat (1) KUHP, se$orang te$rpidana dapat m$e$m$e$nuhi syarat 

untuk pe$m$be$basan be$rsyarat se$te$lah m$e$njalani dua pe$rtiga dari m$asa hukum$annya 

atau se$tidaknya se$m$bilan bulan pe$njara. Se$be$lum$ hakim$ m$e$m$utuskan pe$m$be$rian 

pe$m$be$basan be$rsyarat, harus dite$tapkan te$rle$bih dahulu m$asa pe$rcobaan se$rta 

                                                             
42 Darmawati, “Aspek Hukum Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana 

Korupsi”, Jurnal Restorative Justice, Vo l. 3, No. 2, 2019, hlm. 113-114.  
43 Ibra Fulenzi Amri & Ariawan Gunadi, “Analisis Yuridis Terkait Pembebasan Bersyarat X 

Narapidana (Kasus Suap Djoko Tjandra Dan Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Jaksa 

Pinangki)”, Jurnal Serina Sosial Humaniora, Vo l. 1, No. 1, 2023, hlm. 181-182. 
44 Maya Shafira dkk, Op. Cit, hlm. 101-102. 
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syarat-syarat yang harus dipe$nuhi se$lam$a pe$riode$ te$rse$but, se$bagaim$ana diatur 

dalam$ Pasal 15 ayat (2) KUHP. 

Pe$m$be$basan Be$rsyarat dapat dibe$rikan ke$pada Narapidana yang te$lah m$e$m$e$nuhi 

syarat:  

a. te$lah m$e$njalani m$asa pidana paling singkat 2/3 (dua pe$r tiga), de$ngan ke$te$ntuan 

2/3 (dua pe$r tiga) m$asa pidana te$rse$but paling se$dikit 9 (se$m$bilan) bulan.  

b. be$rke$lakuan baik se$lam$a m$e$njalani m$asa pidana paling singkat 9 (se$m$bilan) 

bulan te$rakhir dihitung se$be$lum$ tanggal 2/3 (dua pe$r tiga) m$asa pidana;  

c. te$lah m$e$ngikuti program$ pe$m$binaan de$ngan baik, te$kun, dan be$rse$m$angat; dan  

d. m$asyarakat dapat m$e$ne$rim$a program$ ke$giatan pe$m$binaan Narapidana. 

 

Pe$ne$gakan hukum$ m$e$rupakan upaya untuk m$e$wujudkan prinsip ke$pastian hukum$, 

ke$m$anfaatan sosial, dan ke$adilan dalam$ re$alitas ke$hidupan. Hakikat dari pe$ne$gakan 

hukum$ adalah m$e$wujudkan ke$tiga prinsip te$rse$but se$cara se$im$bang. Nam$un, dalam$ 

prose$snya, se$ring te$rjadi ke$tidakharm$onisan antara nilai-nilai yang ada, yang 

te$rce$rm$in dalam$ aturan hukum$ yang saling be$rte$ntangan se$rta pe$rilaku yang tidak 

te$rarah. Ke$tidakse$im$bangan ini dapat m$e$ngganggu ke$te$rtiban dan ke$adilan dalam$ 

ke$hidupan be$rm$asyarakat se$rta m$e$njadi tantangan dalam$ pe$ne$gakan hukum$. 

2. Syarat Pe$m$be$rian Pe$m$be$basan Be$rsyarat 

Hak dan ke$wajiban narapidana dim$ulai se$jak m$e$re$ka dite$rim$a di Le$m$baga 

Pe$m$asyarakatan. Pada tahap awal pe$ne$rim$aan, dilakukan pe$m$e$riksaan te$rhadap 

putusan hakim$ guna m$e$nge$tahui lam$anya m$asa hukum$an yang harus dijalani ole$h 

narapidana di dalam$ Le$m$baga Pe$m$asyarakatan. Se$lain itu, pe$m$e$riksaan ini juga 

be$rtujuan untuk m$e$ne$ntukan hak-hak narapidana, se$pe$rti m$e$m$pe$role$h asim$ilasi, 

pe$m$be$basan be$rsyarat, cuti m$e$nje$lang be$bas, dan cuti be$rsyarat.45   

M$e$nurut Pasal 83, Pe$raturan M$e$nte$ri Hukum$ Dan Hak Asasi M$anusia Re$publik 

Indone$sia Nom$or 7 Tahun 2022 Te$ntang Pe$rubahan Ke$dua Atas Pe$raturan M$e$nte$ri 

Hukum$ Dan Hak Asasi M$anusia Nom$or 3 Tahun 2018 Te$ntang Syarat Dan Tata 

Cara Pe$m$be$rian Re$m$isi, Asim$ilasi, Cuti M$e$ngunjungi Ke$luarga, Pe$m$be$basan 

                                                             
45 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, 2001, hlm.47. 
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Be$rsyarat, Cuti M$e$nje$lang Be$bas, Dan Cuti Be$rsyarat. Syarat-syarat pe$m$be$rian 

pe$m$be$basan be$rsyarat bagi Narapidana: 

a. Salinan kutipan putusan hakim$ dan be$rita acara pe$laksanaan putusan 

pe$ngadilan;   

b. Laporan pe$rke$m$bangan pe$m$binaan yang disusun be$rdasarkan siste$m$ pe$nilaian 

pe$m$binaan narapidana dan ditandatangani ole$h Ke$pala Le$m$baga 

Pe$m$asyarakatan (Lapas);   

c. Laporan pe$ne$litian ke$m$asyarakatan yang dibuat ole$h Pe$m$bim$bing 

Ke$m$asyarakatan se$rta dike$tahui ole$h Ke$pala Balai Pe$m$asyarakatan (Bapas);   

d. Surat pe$m$be$ritahuan ke$pada ke$jaksaan ne$ge$ri m$e$nge$nai re$ncana pe$ngusulan 

pe$m$be$rian Pe$m$be$basan Be$rsyarat bagi narapidana yang be$rsangkutan;   

e. Salinan Re$giste$r F dari Ke$pala Lapas;   

f. Salinan daftar pe$rubahan dari Ke$pala Lapas;   

g. Surat pe$rnyataan dari narapidana yang m$e$nyatakan tidak akan m$e$lakukan 

pe$langgaran hukum$; dan   

h. Surat jam$inan ke$sanggupan dari ke$luarga, wali, le$m$baga sosial, instansi 

pe$m$e$rintah, instansi swasta, atau yayasan, yang dike$tahui ole$h lurah, ke$pala 

de$sa, atau pe$jabat se$te$m$pat lainnya, yang m$e$nyatakan bahwa:   

1) Narapidana tidak akan m$e$larikan diri dan/atau m$e$lakukan pe$langgaran 

hukum$; dan   

2) Be$rse$dia m$e$m$bantu dalam$ m$e$m$bim$bing se$rta m$e$ngawasi narapidana 

se$lam$a m$e$njalani program$ Pe$m$be$basan Be$rsyarat. 

Bagi Narapidana asing: 

a. Bagi narapidana yang be$rstatus warga ne$gara asing, se$lain m$e$m$e$nuhi 

pe$rsyaratan yang dite$tapkan, juga harus m$e$le$ngkapi dokum$e$n se$bagai be$rikut: 

1) Surat jam$inan untuk tidak m$e$larikan diri dan be$rse$dia m$e$naati pe$rsyaratan 

yang te$lah dite$ntukan, yang be$rasal dari: 

i. Ke$dutaan be$sar atau konsulat; dan  

ii. Ke$luarga, individu, atau korporasi yang be$rtanggung jawab atas 

ke$be$radaan se$rta ke$giatan narapidana se$lam$a be$rada di wilayah 

Indone$sia 

b. Surat ke$te$rangan dari Dire$ktur Je$nde$ral Im$igrasi atau pe$jabat im$igrasi yang 

ditunjuk, yang m$e$nyatakan bahwa narapidana te$rse$but dibe$baskan dari 

ke$wajiban m$e$m$iliki izin tinggal. 

c. Surat ke$te$rangan yang m$e$nyatakan bahwa narapidana tidak te$rdaftar dalam$ re$d 

notice$ m$aupun jaringan ke$jahatan transnasional te$rorganisasi lainnya, yang 

dite$rbitkan ole$h Se$kre$tariat National Ce$ntral Bure$au (NCB) Inte$rpol Indone$sia. 

d. Surat ke$te$rangan se$bagaim$ana dim$aksud pada ayat (3) huruf b diajukan ole$h 

Dire$ktur Je$nde$ral ke$pada Dire$ktur Je$nde$ral Im$igrasi. 
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e. Dire$ktur Je$nde$ral Im$igrasi wajib m$e$nyam$paikan surat ke$te$rangan se$bagaim$ana 

dim$aksud pada ayat (4) dalam$ jangka waktu paling lam$a 12 (dua be$las) hari 

se$jak tanggal pe$rm$ohonan dite$rim$a. 

 

C. Pengertian dan Hak-Hak Narapidana 

M$e$nurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 te$ntang 

Pe$m$asyarakatan, Narapidana adalah te$rpidana yang se$dang m$e$njalani pidana di 

Le$m$baga Pe$m$asyarakatan (Lapas). Artinya, narapidana adalah se$se$orang yang 

te$lah diputus be$rsalah ole$h pe$ngadilan, se$dang m$e$njalani pidana dalam$ be$ntuk 

ke$hilangan ke$be$basan (m$isalnya pidana pe$njara atau kurungan). 

1. Pe$nge$rtian Narapidana 

Narapidana be$rasal dari dua suku kata yaitu ‘nara’ dan ‘pidana’. Kata ‘nara’ be$rasal 

dari Bahasa sanske$rta yang artinya adalah “kaum$” atau bisa diartikan se$bagai 

“orang-orang”. Se$dangkan kata ‘pidana’ be$rasal dari Bahasa Be$landa yaitu “straf” 

yang be$rarti hukum$ atau hukum$an.46 M$e$nurut Kam$us Be$sar Bahasa Indone$sia 

(KBBI), narapidana dide$finisikan se$bagai se$se$orang yang se$dang m$e$njalani 

hukum$an akibat m$e$lakukan tindak pidana.   Be$rdasarkan Undang-Undang Nom$or 

22 Tahun 2022 te$ntang Pe$m$asyarakatan, narapidana adalah te$rpidana yang 

m$e$njalani pidana de$ngan ke$hilangan ke$be$basannya di Le$m$baga Pe$m$asyarakatan 

(Lapas). Se$m$e$ntara itu, m$e$nurut Harsono, narapidana adalah individu yang te$lah 

dijatuhi vonis be$rsalah ole$h hakim$ dan diwajibkan m$e$njalani hukum$an se$suai 

de$ngan putusan pe$ngadilan.47 Be$rikut adalah pe$rbaikan dan parafrase$ dari kalim$at 

te$rse$but. Se$lanjutnya, Wilson m$e$nyatakan bahwa narapidana m$e$rupakan individu 

de$ngan pe$rm$asalahan sosial yang dipisahkan dari lingkungan m$asyarakat de$ngan 

tujuan agar m$e$re$ka dapat be$lajar ke$m$bali bagaim$ana hidup be$rm$asyarakat de$ngan 

baik.48 

Be$rdasarkan Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nom$or 22 Tahun 2022 te$ntang 

Pe$m$asyarakatan, narapidana dide$finisikan se$bagai te$rpidana yang se$dang m$e$njalani 

pidana pe$njara untuk jangka waktu te$rte$ntu, se$um$ur hidup, atau te$rpidana m$ati yang 

                                                             
46 Ari Asturi, “Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Daerah 

Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Citizenship, Vol I, 2011, hlm. 30.  
47 C. I Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 2015, hlm.9. 
48 Ibid, hlm. 10. 
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m$e$nunggu pe$laksanaan putusan, se$rta se$dang m$e$njalani pe$m$binaan di le$m$baga 

pe$m$asyarakatan. Narapidana bukan hanya obje$k, te$tapi juga subje$k hukum$ yang 

tidak be$rbe$da de$ngan m$anusia lainnya, yang se$waktu-waktu dapat m$e$lakukan 

ke$salahan atau ke$khilafan yang be$rujung pada sanksi pidana. Ole$h kare$na itu, yang 

pe$rlu dibe$rantas bukanlah narapidana itu se$ndiri, m$e$lainkan faktor-faktor yang 

m$e$nye$babkan se$se$orang m$e$lakukan tindak pidana.  

Pe$m$idanaan be$rtujuan untuk m$e$nyadarkan narapidana atas ke$salahannya dan 

m$e$nge$m$balikannya m$e$njadi warga m$asyarakat yang baik, patuh te$rhadap hukum$, 

m$e$njunjung tinggi nilai-nilai m$oral, sosial, se$rta ke$agam$aan, se$hingga dapat 

m$e$nciptakan ke$hidupan m$asyarakat yang am$an, te$rtib, dan dam$ai.49 De$ngan 

de$m$ikian, dari pe$rnyataan te$rse$but di atas dapat disim$pulkan bahwa narapidana 

adalah se$se$orang yang kare$na pe$rbuatannya te$lah m$e$lakukan pe$langgaran hukum$ 

yang diatur dalam$ Undang-Undang dihukum$ de$ngan waktu yang dite$ntukan ole$h 

hakim$ untuk m$e$njalani pe$m$binaan di le$m$baga pe$m$asyarakatan. Ke$sim$pulan dari 

pe$nge$rtian narapidana adalah bahwa narapidana m$e$rupakan se$se$orang yang te$lah 

dijatuhi hukum$an pidana be$rdasarkan putusan pe$ngadilan yang te$lah be$rke$kuatan 

hukum$ te$tap dan m$e$njalani m$asa hukum$annya di le$m$baga pe$m$asyarakatan atau 

te$m$pat lain yang dite$ntukan ole$h ne$gara. Narapidana m$e$m$iliki hak dan ke$wajiban 

yang diatur dalam$ pe$raturan pe$rundang-undangan, te$rm$asuk hak atas pe$m$binaan, 

pe$rawatan, se$rta ke$se$m$patan untuk be$rinte$grasi ke$m$bali ke$ m$asyarakat se$te$lah 

m$e$njalani hukum$an. Tujuan utam$a dari pe$nahanan narapidana bukan hanya se$bagai 

be$ntuk hukum$an, te$tapi juga se$bagai bagian dari prose$s re$habilitasi agar m$e$re$ka 

dapat ke$m$bali m$e$njadi anggota m$asyarakat yang produktif dan tidak m$e$ngulangi 

tindak pidana. 

Be$ntham$ m$e$ngakui bahwa pidana yang be$rat harus dite$rim$a ole$h rakyat se$be$lum$ 

dibe$rlakukan atau die$fe$ktifkan. Pandangan te$rse$but m$e$nyim$pulkan bahwa hukum$ 

pidana jangan hanya digunakan se$bagai sarana pe$m$balasan te$rhadap pe$njahat, 

te$tapi hanya untuk tujuan m$e$nce$gah te$rjadinya ke$jahatan. Jadi dari pandangan 

te$rse$but je$las bahwa fungsi pidana adalah se$bagai sarana pe$nce$gahan. Nam$un 

                                                             
49 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 

2006, hlm. 103. 
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m$e$skipun se$cara um$um$ te$ori de$tte$re$nce$ dianggap se$bagai te$ori tujuan pe$m$idanaan 

yang baik dalam$ pe$rspe$ktif pe$nce$gahan dan pe$nanggulangan ke$jahatan, te$tapi ide$ 

utam$a dari te$ori ini sangat be$rbe$da de$ngan konse$p re$habilitative$.50 

2. Hak-Hak dan Ke$wajiban Narapidana 

Se$kalipun narapidana m$e$njalani m$asa hilang ke$m$e$rde$kaan dan hukum$annya dalam$ 

le$m$baga pe$m$asyarakatan, narapidana te$tap m$e$m$iliki hak-hak se$bagai narapidana 

yang diatur be$rdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nom$or 22 Tahun 2022 te$ntang  

Pe$m$asyarakatan, antara lain be$rhak:  

1) m$e$njalankan ibadah se$suai de$ngan agam$a atau ke$pe$rcayaannya;   

2) m$e$ndapatkan pe$rawatan, baik jasm$ani m$aupun rohani;   

3) m$e$ndapatkan pe$ndidikan, pe$ngajaran, dan ke$giatan re$kre$asional se$rta 

ke$se$m$patan m$e$nge$m$bangkan pote$nsi; 

4) m$e$ndapatkan pe$layanan ke$se$hatan dan m$akanan yang layak se$suai de$ngan 

ke$butuhan gizi;   

5) m$e$ndapatkan layanan inform$asi;   

6) m$e$ndapatkan pe$nyuluhan hukum$ dan bantuan hukum$;   

7) m$e$nyam$paikan pe$ngaduan dan/atau ke$luhan;  

8) m$e$ndapatkan bahan bacaan dan m$e$ngikuti siaran m$e$dia m$assa yang tidak 

dilarang;   

9) m$e$ndapatkan pe$rlakuan se$cara m$anusiawi dan dilindungi dari tindakan 

pe$nyiksaan, e$ksploitasi, pe$m$biaran, ke$ke$rasan, dan se$gala tindakan yang 

m$e$m$bahayakan fisik dan m$e$ntal;   

10) m$e$ndapatkan jam$inan ke$se$lam$atan ke$rja, upah, atau pre$m$i hasil be$ke$rja;   

11) m$e$ndapatkan pe$layanan sosial; dan   

12) m$e$ne$rim$a atau m$e$nolak kunjungan dari ke$luarga, advokat, pe$ndam$ping, dan 

m$asyarakat.  

Se$lain hak se$bagaim$ana dim$aksud dalam$ Pasal 9, Narapidana yang te$lah m$e$m$e$nuhi  

pe$rsyaratan te$rte$ntu tanpa te$rke$cuali juga be$rhak atas:  

1) re$m$isi;   

2) asim$ilasi;   

3) cuti m$e$ngunjungi atau dikunjungi ke$luarga;   

4) cuti be$rsyarat;   

5) cuti m$e$nje$lang be$bas;   

6) pe$m$be$basan be$rsyarat; dan  

7) hak lain se$suai de$ngan ke$te$ntuan pe$raturan pe$rundang-undangan.  

                                                             
50 Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata, dan 

Hukum Pidana, Nuansa Cendekia, Jakarta, 2024, hlm. 43. 
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Hak-hak te$rse$but juga be$rlandaskan Undang-Undang Dasar Ne$gara Re$publik 

Indone$sia Tahun 1945 Pasal 28G Ayat (1), yang m$e$nyatakan bahwa: 

"Se$tiap orang be$rhak atas pe$rlindungan te$rhadap diri pribadi, ke$luarga, 

ke$horm$atan, m$artabat, se$rta harta be$nda yang be$rada di bawah ke$kuasaannya. 

Se$lain itu, se$tiap individu juga be$rhak m$e$ndapatkan rasa am$an se$rta pe$rlindungan 

dari ancam$an dan ke$takutan dalam$ m$e$lakukan atau tidak m$e$lakukan se$suatu yang 

m$e$rupakan hak asasi." 

Se$lain pe$m$e$nuhan hak-hak narapidana ole$h ne$gara, se$bagai individu yang 

m$e$njalani pe$m$binaan di dalam$ le$m$baga pe$m$asyarakatan, narapidana juga m$e$m$iliki 

ke$wajiban yang harus dipatuhi. Hal ini diatur dalam$ Pasal 11 Undang-Undang 

Nom$or 22 Tahun 2022 te$ntang Pe$m$asyarakatan, yang m$e$ncakup be$be$rapa 

ke$te$ntuan se$bagai be$rikut: 

1) m$e$naati pe$raturan tata te$rtib;   

2) m$e$ngikuti se$cara te$rtib program$ Pe$m$binaan;   

3) m$e$m$e$lihara pe$rike$hidupan yang be$rsih, am$an, te$rtib, dan dam$ai; dan  

4) m$e$nghorm$ati hak asasi se$tiap orang di lingkungannya.  

Pe$m$e$nuhan hak-hak narapidana se$bagaim$ana te$lah dise$butkan se$be$lum$nya, 

te$rm$asuk hak yang sangat e$rat kaitannya de$ngan pe$m$ulihan kondisi m$e$ntal para 

warga binaan. Salah satu hak pe$nting yang dim$iliki narapidana adalah hak untuk 

m$e$ndapatkan pe$rlindungan se$rta pe$m$e$nuhan hak asasi m$e$re$ka se$lam$a m$e$njalani 

hukum$an di Rum$ah Tahanan Ne$gara Ke$las II Bandar Lam$pung. 

 

D. Tinjauan tentang Tanggung Jawab, Kewajiban, dan Persyaratan bagi 

Pembimbing Kemasyarakatan 
 

Tugas-tugas pe$ngawasan m$asyarakat diuraikan dalam$ ke$putusan m$e$nte$ri Hukum$ 

Re$publik Indone$sia No. M$.01-PK.04.10 tahun 1998, yang m$e$ngatur te$ntang 

tanggung jawab, ke$wajiban, dan pe$rsyaratan bagi pe$m$bim$bing ke$m$asyarakatan 

adalah se$bagai be$rikut :  

1. M$e$lakukan prose$s pe$m$buatan litm$as, yang m$e$libatkan pe$ne$litian di 

m$asyarakat  

2. M$e$laksanakan konse$ling kom$unitas dan vokasional bagi individu-individu di 

fasilitass pe$m$asyarakatan.  

3. M$e$m$be$rikan layanan ke$pada le$m$baga e$kste$rnal dan m$asyarakat um$um$, 

m$e$m$e$nuhi pe$rm$intaan m$e$re$ka te$rkait data atau hasil pe$ne$litian m$asyarakat 

yang be$rhubungan de$ngan klie$n-klie$n te$rte$ntu. 
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4. M$e$ngkoordinasikan para konse$lor m$asyarakat dan pe$ke$rja sukare$la yang 

te$rlibat dalam$ m$e$m$be$rikan layanan bim$bingan.  

5. M$e$ngawasai para pe$langgar hukum$ di bawah um$ur yang te$lah dijatuhi 

hukum$an pe$ngawasan. Se$lain itu juga m$e$libatkan pe$m$antauan siswa 

pe$m$asyarakatan yang di pe$rcayakan pada orang tua, wali, atau orang tua angkat 

m$e$re$ka yang be$rtanggung jawab m$e$m$be$rikan bim$bingan.  

6. Pe$ran se$orang pe$m$bim$bingan ke$m$asyarakatan (PK) dalam$ tim$ Pe$ngam$at 

Pe$m$asyarakatan (TPP) m$e$libatkan pe$m$e$nhan tanggung jawab se$bagai pe$tugas 

pe$ne$gak hukum$ de$ngan m$e$lakukan pe$ne$litian m$asyarakat, m$e$m$be$rikan 

bim$bingan, pe$ngawasan dan bantuan ke$pada anak-anak yang te$rlibat dalam$ 

sisite$m$ pe$radilan pidana baik di dalam$ m$aupun di luar siste$m$ te$rse$but. 

Untuk tugas dari pe$m$bim$bing ke$m$asyarakatan se$ndiri te$rcantum$ dalam$ pasal 2 ayat 

1 Ke$putusan M$e$nte$ri Ke$hakim$an RI No. M$.01-PK.10 Tahun 1998, m$e$nye$butkan 

bahwa:  

a. M$e$lakukan pe$ne$litian m$asyarakat, untuk:  

1. M$e$m$bantu tugas pe$nyidik, pe$nuntut um$um$, dan hakim$ dalam$ pe$rkara anak 

nakal;  

2. M$e$ne$ntukan program$ pe$m$binaan narapidana di LAPAS dan anak didik 

pe$m$asyarakatan di LAPAS anak;  

3. M$e$ne$ntukan program$ pe$rawatan tahanan di rutan; dan 

4. M$e$ne$ntukan program$ bim$bingan ke$m$asyarakatan dan atau bim$bingan 

ke$rja bagi klie$n pe$m$asyarakatan.  

b. M$e$lakukan bim$bingan ke$m$asyarakatan dan bim$bingan ke$rja bagi klie$n 

pe$m$asyarakatan.  

c. M$e$m$be$rikan pe$layanan te$rhadap instansi lain dan m$asyarakat yang m$e$m$inta 

data atau hasil pe$ne$litian ke$m$asyarakatan klie$n te$rse$but,  

d. M$e$ngkoordinasikan pe$ke$rjaan sosial dan pe$ke$rjaan sukare$la yang 

m$e$laksanakan tugas pe$m$bim$bing, dan . 

e. M$e$laksanakan pe$ngawasan te$rhadap te$rpidana anak yang dijatuhi pidana 

pe$ngawasan, anak didik pe$m$asyarakatan yang dise$rahkan ke$pada orang tua, 

wali atau orang tua asuh dan orang tua wali dan orang tua asuh yang dibe$ri 

tugas pe$m$bim$bingan. 

Ke$putusan ini dibuat de$ngan tujuan untuk m$e$m$pe$rkuat siste$m$ pe$m$binaan 

narapidana dan klie$n pe$m$asyarakatan agar le$bih e$fe$ktif dan m$anusiawi. De$ngan 

adanya aturan yang je$las m$e$nge$nai pe$ran dan tanggung jawab Pe$m$bim$bing 

Ke$m$asyarakatan, diharapkan prose$s pe$m$binaan dalam$ siste$m$ pe$m$asyarakatan 

dapat be$rjalan de$ngan le$bih baik. Para Pe$m$bim$bing Ke$m$asyarakatan diharapkan 

dapat m$e$njalankan tugasnya se$cara profe$sional, se$hingga dapat m$e$m$bantu klie$n 
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pe$m$asyarakatan untuk ke$m$bali ke$ m$asyarakat de$ngan le$bih siap dan m$am$pu 

m$e$njalani ke$hidupan yang le$bih baik se$te$lah m$e$nye$le$saikan m$asa hukum$annya. 

Se$cara ke$se$luruhan, Ke$putusan M$e$nte$ri Hukum$ Re$publik Indone$sia No. M$.01-

PK.04.10 Tahun 1998 m$e$m$be$rikan landasan yang kuat bagi pe$ran Pe$m$bim$bing 

Ke$m$asyarakatan dalam$ siste$m$ pe$m$asyarakatan di Indone$sia. De$ngan adanya 

pe$raturan ini, diharapkan tugas dan fungsi Pe$m$bim$bing Ke$m$asyarakatan dapat 

dilaksanakan de$ngan optim$al, se$hingga m$e$m$be$rikan m$anfaat bagi klie$n 

pe$m$asyarakatan m$aupun m$asyarakat luas. 

Balai Pe$m$asyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk m$e$laksanakan bim$bingan 

ke$m$asyarakatan, dalam$ hal ini be$rbe$da de$ngan Le$m$baga Pe$m$asyarakatan (LAPAS) 

dim$ana LAPAS adalah te$m$pat untuk m$e$laksanakan pe$m$binaan narapidana dan 

anak didik pe$m$asyarakatan. Indone$sia m$e$m$akai te$ori gabungan kare$na disam$ping 

untuk m$e$nyadarkan narapidana akan ke$salahannya te$tapi juga m$e$rupakan 

m$e$m$bawa narapidana agar dapat m$e$njadi m$anusia yang be$rtanggungjawab se$rta 

tidak m$e$nyim$pang dari pe$raturan yang ada. Agar tidak m$e$ngulangi tindak ke$jahatan 

te$rse$but dan dapat dite$rim$a ole$h m$asyarakat, m$aka m$e$re$ka dibe$ri bim$bingan rohani, 

bim$bingan psikis dan bim$bingan ke$giatan ke$rja. Se$hingga pe$m$balasan dilakukan 

bukan hanya untuk m$e$ndapatkan im$balan ke$jahatan yang m$e$re$ka lakukan te$tapi 

m$e$re$ka m$e$ndapatkan pe$m$binaan, ske$tika m$e$re$ka ke$luar dari lapas, m$e$re$ka akan 

dibe$ri bim$bingan ole$h bapas, salah satunya ialah bim$bingan ke$giatan ke$rja bagi 

klie$n pe$m$asyarakatan agar ke$tika m$e$re$ka tidak lagi m$e$njadi narapidana, m$e$re$ka 

dapat m$e$m$e$nuhi ke$hidupan m$e$re$ka se$rta m$e$njadi m$anusia yang m$e$m$iliki be$kal 

untuk be$rtahan hidup. Tujuan diadakan bim$bingan te$rse$but agar ke$tika klie$n 

pe$m$asyarakatan ke$luar dari balai pe$m$asyarakatan m$e$re$ka m$e$m$ilki ke$m$am$puan dan 

dapat dike$m$bangkan se$rta dapat m$e$m$e$nuhi ke$butuhan m$e$re$ka dan tidak 

m$e$ngulangi ke$salahan m$e$re$ka.51 

Be$rdasarkan tugas dan pe$ran te$rse$but m$aka se$orang Pe$m$bim$bing Ke$m$asyarakatan 

(PK) harus le$bih m$e$m$pe$rhatikan pe$m$bim$bingan dan pe$ngawasan yang akan 

dilakukan te$rhadap klie$n pe$m$asyarakatan be$rdasarkan ke$m$am$puannya yang 

                                                             
51 Fajar Ari Sudewo, Penologi dan Teori Pemidanaan, PT. Djava Sinar Perkasa, Jawa Tengah, 2022, 

hlm, 92. 
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dim$iliki de$ngan tujuan agar klie$n te$rse$but dapat ke$m$bali hidup norm$al di 

m$asyarakat se$bagai warga ne$gara yang baik. Nam$un pada ke$nyataannya, m$asih 

banyak klie$n pe$m$asyarakatan yang m$e$lakukan pe$langgaran hukum$ ke$m$bali 

se$be$lum$ m$asa bim$bingannya se$le$sai. Padahal untuk m$e$m$inim$alisasi te$rjadinya 

pe$ngulangan tindak pidana ke$m$bali, dipe$rlukan bim$bingan dan pe$ngawasan yang 

e$fe$ktif dari se$orang PK. 

 

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Pe$ne$gakan hukum$ m$e$rupakan prose$s pe$ne$rapan norm$a hukum$ dalam$ ke$hidupan 

nyata guna m$e$nciptakan ke$te$rtiban dan ke$adilan.52 Pe$ne$gakan hukum$ juga 

m$e$rupakan ke$wajiban yang harus dilaksanakan ole$h se$tiap ne$gara untuk 

m$e$lindungi m$asyarakatnya. Pada dasarnya, pe$ne$gakan hukum$ be$rtujuan untuk 

m$e$ne$gakkan nilai-nilai ke$be$naran dan ke$adilan. Salah satu aspe$k dalam$ upaya 

te$rse$but adalah pe$nanggulangan ke$jahatan m$e$lalui hukum$ pidana.   Pe$laksanaan 

pe$ne$gakan hukum$ pidana dilakukan m$e$lalui ke$bijakan hukum$ yang m$e$njadi bagian 

dari politik hukum$ nasional. Prose$s ini m$e$libatkan be$rbagai e$le$m$e$n dalam$ ne$gara, 

te$rm$asuk pe$m$buat undang-undang, aparat pe$ne$gak hukum$, se$rta m$asyarakat.53 

Pe$ne$gakan hukum$ m$e$rupakan upaya untuk m$e$wujudkan konse$p ke$pastian hukum$, 

ke$m$anfaatan sosial, dan ke$adilan dalam$ re$alitas. Prose$s m$e$re$alisasikan ke$tiga aspe$k 

te$rse$but m$e$njadi inti dari pe$ne$gakan hukum$.54 Ke$tidakharm$onisan antara nilai-nilai 

yang be$rpasangan, yang te$rce$rm$in dalam$ kaidah-kaidah yang tidak se$laras se$rta 

pola pe$rilaku yang tidak te$rarah dan m$e$ngganggu ke$te$rtiban dalam$ ke$hidupan 

be$rm$asyarakat, dapat m$e$njadi ham$batan dalam$ prose$s pe$ne$gakan hukum$. 

M$e$nurut Soe$rjono Soe$kanto, te$rdapat faktor-faktor yang m$e$m$pe$ngaruhi pe$ne$gakan 

hukum$ yaitu se$bagai be$rikut:55 

 

                                                             
52 Wachyuni Yasa Pratiwi, Erna Dewi, Fristia Berdian Tamza, “Hukum Pidana Dalam Kasus 
Cyberbullying yang Memicu Tindakan Bunuh Diri”, Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial 

Humanior, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 64. 
53 Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal 

Yuridis, Vol. 6, No. 2, 2019. 
54 Satipto Rahardjo.tt, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15. 
55 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, 

Jakarta, 1983, hlm. 47.  
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a) Faktor Pe$rundang-undangan   

Adanya be$be$rapa asas dalam$ Undang-Undang yang tujuannya agar 

undangundang e$rse$but m$e$m$punyai dam$pak positif. Artinya, agar undang-

undang te$rse$but m$e$ncapai tujuannya se$cara e$fe$ktif dalam$ ke$hidupan 

m$asyarakat. 

b) Faktor Pe$ne$gak Hukum$ 

Pe$ne$gakan hukum$ tidak m$ungkin be$rjalan de$ngan lancar tanpa adanya faktor 

sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas te$rse$but antara lain te$naga m$anusia 

yang be$rpe$ndidikan dan te$ram$pil, organisasi yang baik, pe$ralatan yang 

m$e$m$adai dan ke$uangan yang cukup.  Le$m$baga atau organisasi yang be$rtugas 

m$e$ne$gakkan hukum$, ke$adilan, dan ke$te$rtiban di m$asyarakat. 

c) Faktor Sarana atau Fasilitas yang M$e$ndukung Pe$ne$gakan Hukum$ 

Pe$ne$gakan hukum$ tidak m$ungkin be$rjalan de$ngan lancar tanpa adanya faktor 

sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas te$rse$but antara lain te$naga m$anusia 

yang be$rpe$ndidikan dan te$ram$pil, organisasi yang baik, pe$ralatan yang 

m$e$m$adai dan ke$uangan yang cukup.   

d) Faktor M$asyarakat 

Pe$ne$gakan hukum$ be$rasal dari m$asyarakat. Faktor m$asyarakat dapat m$e$rujuk 

pada faktor-faktor yang m$e$m$e$ngaruhi ke$be$ragam$an, pe$rubahan sosial, atau 

ke$lom$pok sosial. Be$rtujuan untuk m$e$ncapai ke$dam$aian dalam$ m$asyarakat, 

ole$h kare$na itu dipandang dari sudut te$rte$ntu m$asyarakat dapat m$e$m$pe$ngaruhi 

pe$ne$gakan hukum$.   

e) Faktor Ke$budayaan 

Ke$budayaan hukum$ m$asyarakat m$e$rupakan suatu prose$s inte$rnalisasi nilai-

nilai dalam$ rangka m$e$m$aham$i hukum$ dan be$rupaya untuk m$e$ne$rapkannya 

se$cara baik de$m$i ke$pe$ntingan be$rsam$a. Ke$budayaan pada dasarnya m$e$ncakup 

nilai-nilai yang m$e$ndasari hukum$ yang be$rlaku. 

Se$cara ke$se$luruhan, pe$ne$gakan hukum$ yang e$fe$ktif hanya dapat te$rcapai jika se$m$ua 

faktor te$rse$but be$rjalan se$laras dan saling m$e$ndukung. Jika salah satu faktor 

m$e$le$m$ah, m$aka siste$m$ hukum$ akan m$e$nghadapi be$rbagai ke$ndala, yang dapat 

be$rujung pada ke$tidakadilan dan ke$tidakpastian hukum$ di m$asyarakat. 

 



 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Je$nis pe$ne$litian yang digunakan dalam$ pe$ne$litian ini adalah yuridis norm$atif, dan 

di dukung ole$h pe$nde$katan yuridis e$m$piris. Pe$nde$katan yuridis norm$atif, yaitu 

pe$nde$katan yang dilakukan de$ngan cara m$e$ngum$pulkan dan m$e$m$pe$lajari 

pe$raturan-pe$raturan hukum$ yang be$rlaku yang e$rat kaitannya de$ngan pe$rm$asalahan 

pe$ne$litian yang m$e$liputi pe$raturan pe$rundang- undangan, dokum$e$n-dokum$e$n re$sm$i 

dan sum$be$r lain yang e$rat kaitannya de$ngan pe$rm$asalahan yang dite$liti.56 

Pe$nde$katan yuridis e$m$piris m$e$rupakan suatu pe$nde$katan pe$ne$litian te$rhadap 

inde$ntifikasi hukum$ dan e$fe$ktivitas hukum$ yang dilakukan de$ngan cara m$e$ne$liti 

dan m$e$ngum$pulkan data prim$e$r yang dipe$role$h se$cara langsung m$e$lalui pe$ne$litian 

de$ngan cara obse$rvasi te$rhadap pe$rm$asalahan yang dibahas.57 Le$bih lanjut, dalam$ 

pe$ne$litian ini juga akan m$e$lihat bagaim$ana pe$ne$rapan daripada ke$te$ntuan pe$raturan 

pe$rundang-undangan, te$rkait hal ini m$aka akan dilakukan wawancara te$rhadap 

narasum$be$r guna m$e$m$e$pe$role$h inform$asi (data) yang dibutuhkan te$rkait 

pe$rm$asalahan dalam$ pe$ne$litian ini.  

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Soe$rjono Soe$kanto be$rpe$ndapat bahwa, data adalah se$kum$pulan inform$asi 

yangdibutuhkan dalam$ pe$laksanaan suatu pe$ne$litian yang be$rasal dari be$rbagai 

sum$be$r, be$rdasarkan sum$be$rnya data te$rdiri dari data lapangan dan data 

ke$pustakaan. Je$nis data te$rdiri atas data prim$e$r dan data se$kunde$r. 

                                                             
56 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, 

hlm. 134.  
57 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 12.  
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Data prim$e$r m$e$rupakan data yang dipe$role$h langsung m$e$lalui wawancara dan/atau 

surve$i di lapangan yang be$rkaitan de$ngan pe$rilaku m$asyarakat. Se$dangkan data 

se$kunde$r m$e$rupakan data yang dipe$role$h m$e$lalui bahan pustaka.58 

Adapun sum$be$r dan je$nis data yang dipe$rlukan pe$nulis dalam$ pe$ne$litian ini se$bagai 

be$rikut:  

1. Data prim$e$r  

Data prim$e$r adalah data yang didapat se$cara langsung dari sum$be$r pe$rtam$a. Data 

prim$e$r adalah data yang dipe$role$h se$cara langsung m$e$lalui wawancara de$ngan 

re$sponde$n untuk m$e$ndapatkan data yang dipe$rlukan dalam$ pe$ne$litian ini di Balai 

Pe$m$asyarakatan Ke$las I Bandar Lam$pung. 

2. Data se$kunde$r  

Data se$kunde$r dalam$ hal ini m$e$rupakan data yang dipe$role$h dari be$rbagai sum$be$r 

hukum$ yang be$rkaitan de$ngan pe$rm$asalahan pe$ne$litian ini. Data se$kunde$r 

m$e$rupakan data yang dipe$role$h m$e$lalui lite$ratur ke$pustakaan de$ngan m$e$lakukan 

studi dokum$e$n, arsip yang be$rsifat te$oritis, konse$p-konse$p, doktrin, dan asas-asas 

hukum$ yang be$rhubungan de$ngan pe$rm$asalahan pe$ne$litian yang akan dibahas. Data 

se$kunde$r dalam$ pe$ne$litian skripsi ini te$rdiri dari bahan hukum$ prim$e$r, bahan hukum$ 

se$kunde$r, dan bahan hukum$ te$rsie$r.59 Data se$kunde$r dalam$ pe$ne$litian ini te$rdiri dari:  

a. Bahan hukum$ prim$e$r 

Bahan hukum$ prim$e$r, yaitu bahan-bahan hukum$ yang m$e$ngikat yang te$rdiri dari:  

1. Undang-Undang Nom$or 1 Tahun 1946 te$ntang Pe$rubahan Ke$dua atas Undang-

undang Nom$or 1 Tahun 2023 Te$ntang Pe$raturan Hukum$ Pidana (KUHP) 

2. Undang-Undang Nom$or 8 Tahun 1981 te$ntang Kitab Undang-Undang Hukum$ 

Acara Pidana (KUHAP) 

3. Undang-Undang Nom$or 22 Tahun 2022 te$ntang Pe$m$asyarakatan 

4. Pe$raturan M$e$nte$ri Hukum$ dan Hak Asasi M$anusia RI Nom$or : 21 Tahun 2013 

Te$ntang Syarat dan Tata Cara Pe$m$be$rian Re$m$isi, Asim$ilasi, Cuti M$e$ngunjungi 

Ke$luarga, Pe$m$be$basan Be$rsyarat, Cuti M$e$nje$lang Be$bas dan Cuti Be$rsyarat. 

5. Ke$putusan M$e$nte$ri Hukum$ Re$publik Indone$sia No. M$.01-PK.04.10 Tahun 

1998 te$ntang Tanggung Jawab, Ke$wajiban, dan Pe$rsyaratan bagi Pe$m$bim$bing 

Ke$m$asyarakatan 

 

 

                                                             
58 H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. 1, 2009, hlm. 23.  
59 Maiyestati, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Sumbar, 2022, hlm. 19.  
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b. Bahan hukum$ se$kunde$r 

Bahan hukum$ se$kunde$r, bahan hukum$ Se$kunde$r m$e$rupakan bahan yang m$e$m$be$ri 

pe$nje$lasan te$rhadap bahan hukum$ prim$e$r.60 Bahan hukum$ se$kunde$r yang akan 

digunakan dalam$ pe$ne$litian ini be$rupa pe$ndapat hukum$ atau doktrin, te$ori-te$ori 

yang dipe$role$h dari lite$ratur hukum$ (buku-buku), hasil pe$ne$litian te$sis, artike$l 

ilm$iah, jurnal ilm$iah, m$aupun we$bsite$ yang te$rkait de$ngan pe$ne$litian.   

c. Bahan hukum$ te$rsie$r 

Bahan hukum$ te$rsie$r, yaitu bahan hukum$ yang m$e$m$be$rikan pe$tunjuk ataupun 

pe$nje$lasan te$rhadap bahan hukum$ prim$e$r dan se$kunde$r te$rdiri dari kam$us, 

e$nsiklope$dia, dan lain-lain. 

 

C. Penentuan Narasumber 

Dalam$ pe$ne$litian ini pe$nulis m$e$m$butuhkan narasum$be$r se$bagai sum$be$r inform$asi 

untuk m$e$m$be$rikan pe$nje$lasan se$cara be$nar te$ntang pe$rm$asalahan yang akan 

dibahas dan untuk m$e$lakukan kajian dan analisis data yang dipe$role$h. Narasum$be$r 

dalam$ pe$ne$litian ini adalah se$bagai be$rikut:   

1. Pe$m$bim$bing Ke$m$asyarakatan Bapas Ke$las 1 Bandar Lam$pung : 1 Orang 

2. Dose$n Bagian Hukum$ Pidana Fakultas Hukum$ Unila  : 2 Orang 

    + 

Jum$lah          3 Orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan 

1. Prose$dur Pe$ngum$pulan Data  

Prose$dur Pe$ngum$pulan Data dilakukan dalam$ hal m$e$le$ngkapi data guna pe$ngujian 

hasil pe$ne$litian ini. Prose$dur pe$ngum$pulan data yang dilakukan dalam$ pe$ne$litian 

ini yaitu:  

a. Studi Ke$pustakaan (Library Re$se$arch)  

Studi Ke$pustakaan dim$aksudkan guna m$e$m$pe$role$h arah dan tujuan pe$ne$litian yang 

akan dilakukan de$ngan m$e$m$baca, m$e$ne$laah, m$e$ngkaji bahan pustaka atau lite$ratur-

lite$ratur yang be$rhubungan de$ngan pe$rm$asalahan yang akan dibahas. 

                                                             
60 Ibid, hlm. 26-27. 
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b. Studi lapangan  

Studi lapangan m$e$rupakan prose$dur pe$ngum$pulan data yang digunakan pe$nulis 

de$ngan m$e$lakukan wawancara (inte$rvie$w) ke$pada narasum$be$r pe$ne$litian, dim$ana 

re$sponde$n akan m$e$ngajukan pe$rtanyaan yang te$lah dipe$rsiapkan te$rle$bih dahulu 

dan m$e$nanyakan se$cara langsung ke$pada narasum$be$r guna m$e$m$pe$role$h data yang 

be$rhubungan de$ngan pe$rm$asalahan yang dibahas.  

2. Prose$dur Pe$golahan Data 

Se$te$lah data yang dipe$rlukan te$lah dipe$role$h ke$m$udian dilakukan prose$s 

pe$nyusunan dan analisis data. Prose$dur pe$ngolahan data ini m$e$liputi be$be$rapa 

prose$s se$pe$rti se$le$ksi data de$ngan cara m$e$lakukan pe$m$e$riksaan ke$le$ngkapan data 

dan pe$nge$lom$pokan data se$cara siste$m$atis. Prose$dur pe$ngolahan data yang 

dilakukan be$rupa hal-hal se$bagai be$rikut yaitu:  

1. Ide$ntifikasi Data, m$e$rupakan prose$s pe$ne$ntuan dan pe$m$e$riksaan ke$le$ngkapan 

data, pe$nyusunan data, pe$nyajian data yang dibutuhkan.  

2. Klasifikasi Data, m$e$rupakan prose$s pe$nge$lom$pokkan data se$suai de$ngan 

bahasan yang te$lah dite$ntukan.  

3. Siste$m$atisasi Data, m$e$rupakan prose$s pe$nyusunan dan pe$ne$m$patan data yang 

m$e$m$iliki ke$te$rkaitan antara satu de$ngan yang lainnya pada pokok bahasan 

se$hingga m$e$m$udahkan inte$rpre$tasi data. 

 

E. Analisis Data 

Se$te$lah dilakukan pe$ngolahan data m$aka langkah se$lanjutnya adalah analisis data. 

Analisis data yang digunakan pe$nulis dalam$ pe$ne$litian ini adalah analisis kualitatif 

yang disajikan se$cara de$skriptif. Analisis se$cara kualitatif dilakukan de$ngan cara 

m$e$nghubungkan data yang satu de$ngan data yang lainnya se$cara te$ratur dan logis 

agar dapat ditarik ke$sim$pulan be$se$rta gam$baran yang je$las m$e$nge$nai pe$rm$asalahan 

yang dibahas.   

  



73 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Be$rdasarkan hasil pe$ne$litian dan pe$m$bahasan te$ntang  analisis pe$laksanaan 

pe$ngawasan ole$h Balai Pe$m$asyarakatan Te$rhadap Klie$n yang dibe$rikan 

Pe$m$be$basan Be$rsyarat di Balai Pe$m$asyarakatan Ke$las 1 Bandar Lam$pung 

yang te$lah dilaksanakan, m$aka dapat dike$m$ukakan Ke$sim$pulan se$bagai 

be$rikut: 

1. Pe$laksanaan pe$ngawasan ole$h Balai Pe$m$asyarakatan te$rhadap klie$n yang 

dibe$rikan pe$m$be$basan be$rsyarat di balai pe$m$asyarakatan ke$las 1 Bandar 

Lam$pung sudah se$suai de$ngan fungsi pe$ngawasan, dan pe$laksanannya 

sudah be$rjalan de$ngan optim$al, tidak ada klie$n yang pe$m$be$basan 

be$rsyaratnya dicabut. Prose$s pe$ngawasan klie$n Pe$m$be$basan Be$rsyarat 

dilakukan ole$h pe$tugas Pe$m$bim$bing Ke$m$asyarakatan untuk m$e$nce$gah 

te$rjadinya pe$langgaran se$lam$a klie$n m$e$njalani m$asa pe$m$be$basan 

be$rsyarat se$rta m$e$m$astikan bahwa ke$giatan pe$m$bim$bingan dilaksanakan 

se$suai de$ngan kontrak pe$m$bim$bingan yang te$lah dise$pakati. BAPAS juga 

m$e$lakukan pe$ran pe$ngawasan te$rhadap klie$n pe$m$be$basan be$rsyarat 

de$ngan be$ke$rjasam$a de$ngan Ke$jaksanaan Ne$ge$ri untuk m$e$m$antau se$jauh 

m$ana pe$rke$m$bangan klie$n yang be$rsangkutan agar tidak m$e$lakukan tindak 

pidana se$lam$a pe$m$be$basan be$rsyarat. Bila klie$n m$e$lakukan tindak pidana 

se$lam$a m$e$njalani pe$m$be$basan be$rsyarat, m$aka ijin pe$m$be$basan 

be$rsyaratnya dapat dicabut se$suai de$ngan Pe$raturan M$e$nte$ri Hukum$ dan 

HAM$ RI Nom$or M$.01.PK.04-10 Tahun 2007 te$ntang Syarat dan Tata 

Caara Pe$laksanaan Asim$ilasi, Pe$m$be$basan Be$rsyarat, Cuti M$e$nje$lang 

Be$bas dan Cuti Be$rsyarat. 
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2. Faktor-faktor yang m$e$ngham$bat pe$laksanaan pe$ngawasan ole$h Balai 

Pe$m$asyarakatan te$rhadap klie$n yang dibe$rikan pe$m$be$basan be$rsyarat di 

Balai Pe$m$asyarakatan ke$las 1 Bandar Lam$pung yaitu dilihat dari be$be$rapa 

faktor, se$pe$rti faktor pe$ne$gakan hukum$, yang dim$ana ke$putusan te$rhadap 

klie$n yang m$e$langgar be$lum$ se$pe$nuhnya te$gas dan konsiste$n, se$pe$rti 

ke$te$rbatasan jum$lah dan kualitas sum$be$r daya m$anusia, kurangnya 

koordinasi antar le$m$baga pe$ne$gak hukum$, m$inim$nya fasilitas dan 

te$knologi pe$ndukung, re$ndahnya dukungan anggaran dari pe$m$e$rintah, 

se$rta be$ban m$oral dan te$kanan sosial te$rhadap pe$tugas. Dari sisi faktor 

sarana dan fasilitas, yang dim$ana sarana yang tidak m$e$m$adai juga m$e$njadi 

ke$ndala utam$a dalam$ pe$laksanaan pe$ngawasan di lapangan, se$pe$rti 

ke$ndaraan oprasional m$otor dan m$obil, dan kurangnya fasilitas te$knologi 

inform$asi dan kom$unikasi se$rta ke$te$rgantungan pada sarana pribadi. Dari 

sisi faktor M$asyarakat, yang dim$ana m$asyarakat m$asih m$e$m$andang klie$n 

de$ngan stigm$a dan kurang m$e$m$be$rikan dukungan te$rhadap prose$s 

re$inte$grasi sosial, se$pe$rti stigm$a ne$gatif dari m$asyarakat, m$inim$nya 

partisipasi m$asyarakat, lingkungan sosial yang tidak kondusif, se$rta 

re$ndahnya ke$pe$rcayaan te$rhadap bapas. Dari sisi faktor budaya, se$pe$rti 

sikap sungkan, pola ke$rja pasif, dan ke$biasaan ne$gatif klie$n juga turut 

m$e$ngham$bat e$fe$ktivitas pe$ngawasan, se$pe$rti budaya sungkan atau tidak 

te$gas te$rhadap klie$n, budaya m$asyarakat yang kurang, se$rta budaya klie$n 

yang m$asih te$rbiasa de$ngan lingkungan lam$a. Ole$h kare$na itu, pe$rbaikan 

m$e$nye$luruh dipe$rlukan di se$m$ua aspe$k te$rse$but agar tujuan 

pe$m$asyarakatan dan re$inte$grasi sosial dapat te$rcapai se$cara optim$al. 

 

B. Saran 

Saran yang pe$nulis be$rikan m$e$nge$nai analisis pe$laksanaan pe$ngawasan ole$h 

Balai Pe$m$asyarakatan Te$rhadap Klie$n yang dibe$rikan Pe$m$be$basan Be$rsyarat 

di Balai Pe$m$asyarakatan Ke$las 1 Bandar Lam$pung se$bagai be$rikut: 

1. Untuk m$e$ningkatkan e$fe$ktivitas pe$ngawasan te$rhadap klie$n yang 

dibe$rikan pe$m$be$basan be$rsyarat di Balai Pe$m$asyarakatan Ke$las I Bandar 

Lam$pung, disarankan agar pe$laksanaan pe$m$bim$bingan dan pe$ngawasan 
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dipe$rkuat m$e$lalui pe$ningkatan kapasitas Pe$m$bim$bing Ke$m$asyarakatan 

m$e$lalui pe$latihan be$rkala agar m$am$pu m$e$nghadapi be$rbagai dinam$ika 

sosial yang dihadapi klie$n. Optim$alisasi siste$m$ digital pe$m$antauan, 

te$rm$asuk aplikasi wajib lapor online$ untuk m$e$m$pe$rm$udah pe$laporan dan 

m$e$m$inim$alkan pe$langgaran adm$inistratif ole$h klie$n. Pe$ningkatan 

koordinasi lintas se$ktor, te$rutam$a de$ngan Ke$jaksaan Ne$ge$ri, Ke$polisian, 

dan aparat de$sa, agar pe$ngawasan di lapangan dapat be$rjalan le$bih e$fe$ktif 

dan re$sponsif. Pe$libatan aktif ke$lom$pok m$asyarakat (POKM$AS) dalam$ 

ke$giatan bim$bingan dan pe$ngawasan untuk m$e$ndukung prose$s re$inte$grasi 

sosial klie$n. Pe$nguatan e$valuasi be$rkala dan tindak lanjut te$rhadap klie$n 

be$risiko tinggi agar pe$langgaran dapat dice$gah se$dini m$ungkin. Pe$rluasan 

program$ pe$ndam$pingan dan konse$ling, te$rutam$a untuk klie$n yang 

m$e$m$iliki latar be$lakang pe$rm$asalahan psikologis atau e$konom$i, agar 

prose$s pe$m$binaan le$bih holistik. De$ngan langkah-langkah te$rse$but, 

diharapkan pe$laksanaan pe$ngawasan pe$m$be$basan be$rsyarat dapat be$rjalan 

le$bih e$fe$ktif, e$fisie$n, dan m$am$pu m$e$nce$gah te$rjadinya pe$langgaran atau 

re$sidivism$e$ ole$h klie$n. 

2. Untuk m$e$ngatasi be$rbagai ham$batan dalam$ pe$laksanaan pe$ngawasan 

te$rhadap klie$n pe$m$be$basan be$rsyarat, dipe$rlukan langkah-langkah 

strate$gis dan m$e$nye$luruh yang m$e$ncakup, se$pe$rti pe$rbaikan Re$gulasi dan 

Ke$we$nangan, Pe$m$e$rintah pe$rlu m$e$ne$tapkan siste$m$ sanksi adm$inistratif 

yang je$las dan te$rukur bagi klie$n yang tidak patuh te$rhadap kontrak 

pe$m$bim$bingan, dipe$rlukan sinkronisasi dan harm$onisasi re$gulasi antar 

instansi te$rkait agar tidak te$rjadi tum$pang tindih ke$bijakan, Ke$we$nangan 

Bapas pe$rlu dipe$rluas agar tidak hanya be$rsifat pe$m$binaan, te$tapi juga 

m$e$m$iliki daya te$kan yang le$gal dalam$ pe$nanganan pe$langgaran. 

Pe$nguatan Pe$ne$gakan Hukum$, se$pe$rti pe$rlu adanya pe$ne$gakan hukum$ 

yang te$gas dan konsiste$n te$rhadap klie$n yang m$e$langgar syarat PB, 

pe$ningkatan jum$lah dan kom$pe$te$nsi SDM$ di Bapas m$e$lalui pe$latihan dan 

re$krutm$e$n te$naga profe$sional se$cara be$rkala, pe$nguatan koordinasi lintas 

le$m$baga, se$pe$rti de$ngan Ke$jaksaan, Ke$polisian, dan instansi te$rkait 

lainnya untuk m$e$ningkatkan re$sponsivitas te$rhadap pe$langgaran. 
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Pe$ningkatan Sarana dan Prasarana, se$pe$rti pe$m$e$rintah pe$rlu 

m$e$ngalokasikan anggaran khusus untuk pe$ngadaan sarana ope$rasional 

se$pe$rti ke$ndaraan dinas, pe$rangkat TIK, se$rta siste$m$ pe$laporan daring, 

pe$ngurangan ke$te$rgantungan pada sarana pribadi dapat m$e$ningkatkan 

profe$sionalitas dan e$fe$ktivitas pe$laksanaan tugas di lapangan. 

Pe$m$be$rdayaan dan E$dukasi M$asyarakat, se$pe$rti kam$panye$ anti-stigm$a dan 

e$dukasi publik m$e$nge$nai pe$ntingnya pe$ran m$asyarakat dalam$ prose$s 

re$inte$grasi sosial pe$rlu dige$ncarkan, m$e$ningkatkan partisipasi m$asyarakat 

m$e$lalui pe$nguatan pe$ran POKM$AS, tokoh m$asyarakat, dan organisasi 

sosial dalam$ m$e$m$bantu pe$ngawasan klie$n. Pe$rubahan Budaya Ke$rja dan 

Sosial, se$pe$rti dipe$rlukan pe$m$binaan inte$rnal te$rhadap pe$tugas Bapas 

untuk m$e$num$buhkan budaya ke$rja yang aktif, re$sponsif, dan tidak sungkan 

dalam$ m$e$nangani klie$n, klie$n juga pe$rlu dibina se$cara inte$nsif agar m$am$pu 

m$e$ninggalkan ke$biasaan ne$gatif dari lingkungan lam$a dan m$e$m$bangun 

kom$itm$e$n untuk be$rubah. De$ngan pe$laksanaan saran-saran te$rse$but se$cara 

konsiste$n, diharapkan ham$batan dalam$ pe$laksanaan pe$ngawasan klie$n PB 

dapat dim$inim$alisir, se$hingga tujuan pe$m$asyarakatan dan re$inte$grasi sosial 

dapat te$rcapai se$cara le$bih optim$al dan be$rke$lanjutan. 
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